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Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada halaman berikut: 









































































































































































































Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 




Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 




Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 





 kaifa : َوـ١ْـَفَ 
َيََ  ْٛ  haula : َ٘ـ
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 


































fath}ah dan ya>’ 
 
ai a dan i  ْـَى 
 
fath}ah dan wau 
 














fath}ahdan alif atau ya>’ 
 








a dan garis di atas 
 kasrah dan ya>’ 
 
i> i dan garis di atas 







 ma>ta : ِـَبدََ
ـٝ َِ  <rama : َس
 ًََ  qi>la : لِـ١ْـ
دَُ ْٛ  yamu>tu : ٠َـّـُ
4. Ta marbu>t}ah 
Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup 
atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 
adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>’ 
marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
َضـخََُاألَْطفَبيَِ ْٚ  raud}ah al-at}fa>l: َس
ٌْـفـَبِضــٍَخَُ ـِذ٠ْـَٕـخََُاَ َّ ٌْـ  al-madi>nah al-fa>d}ilah : اَ
ــخَُ َّ  al-h}ikmah : اٌَـِْحـْىـ
5. Syaddah (Tasydi>d) 
Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydi>d(ـّـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
 <rabbana : َسثّـَـٕبََ
 <najjaina : َٔـّغـ١َْــٕبََ
 al-h}aqq : اٌَـْـَحـكَ 
ََُ  nu‚ima : ُّٔؼـِـ
 َٚ  aduwwun‘ : َػـُذ
Jika huruf ٜ ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 




 َٝ  (Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly‘ : َػـٍِـ
 َٝ  (Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby‘ : َػـَشثـِـ
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufَاي(alif 
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis men-
datar (-). 
Contoh: 
ـظَُ ّْ ـ  (al-syamsu (bukan asy-syamsu : اٌَشَّ
ٌـْـَضٌـَـخ َُاٌَضَّ  : al-zalzalah(az-zalzalah) 
ٍَْغـفَخ َُاٌَـْـفَـ  : al-falsafah 
 al-bila>du : اٌَـْـجــِـالَدَُ
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
ََْ ْٚ ـُش ُِ  ta’muru>na : رـَأْ
عَُ ْٛ  ‘al-nau : اٌَــَٕـّ
ءَ  ْٟ  syai’un : َشـ
ـْشدَُ ِ  umirtu : أُ
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 
kata al-Qur’an(dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-
kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransli-
terasi secara utuh. Contoh: 
Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 




9. Lafz} al-Jala>lah (هللا) 
Kata ‚Allah‛yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh: 
َللاَِ ُٓ    billa>h ثِبللdi>nulla>hَِ ِد٠ـْ
Adapun ta>’ marbu>t }ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah, 
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 
ِخَللاَِـَُ٘ َّ ََسحــْـ ْٟ َفِ ُْ hum fi> rah}matilla>h 
 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh 
kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama 
diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.Jika terletak pada awal kalimat, 
maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 
Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 
catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 
Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 
Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan 
Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 
Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 
Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 
Al-Gaza>li> 
Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 







11. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la> 
saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 
a.s. = ‘alaihi al-sala>m 
H = Hijrah 
M = Masehi 
SM = Sebelum Masehi 
l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  = Wafat tahun 
QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4 
















Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d 
Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 
Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, 
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Tesis ini membahas tentang bentuk perbuatan pidana anak, penyebab 
terjadinya kenakalan anak dan sanksi pidana bagi anak di bawah umur dalam hukum 
pidana dan fikih jinayah.   
Jenis penelitian ini adalah penelitian Deskriptif yang menganalisis data 
kualitatif dan terfokus pada kajian kepustakaan atau literatur. Adapun pendekatan 
yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan teologis normatif. Teknik 
pengumpulan data dengan jalan mendokumentasi terlebih dahulu beberapa literatur 
yang berasal dari bahan-bahan yang tertulis yang telah dipublikasikan dalam bentuk 
buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Selain bercorak kepustakaan, penelitian 
ini bercorak kualitatif, sebab yang dihasilkan adalah data kualitatif, meliputi data 
yang menyangkut anak, kenakalan anak dan sanksi pidana anak, kemudian menarik 
kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan pidana anak adalah perbuatan 
yang dilakukan bertentangan dengan UU baik yang terdapat dalam KUHP ataupun 
delik-delik di luar KUHP. Adapun penyebab terjadinya kenakalan anak disebabkan 
oleh fakor internal yaitu keluarga dan eksternal yaitu kondisi lingkungan. Dalam 
hukum pidana bahwa anak yang masih di bawah umur tidak dikenai sanksi pidana 
melainkan dikenai sanksi tindakan berupa dikembalikan ke orangtuanya atau 
diserahkan ke dalam lembaga pemasyarakatan anak. Sedangkan dalam fiqih jinayah 
seorang anak tidak akan dikenakan sanksi pidana karena kejahatan yang 
dilakukannya, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum sampai dia dewasa 
atau cakap hukum, hal ini di karenakan belum bisa mempertanggungjawabkan 
perbuatannya, akan tetapi seorang hakim dibolehkan memberikan sanksi tindakan 
yang bersifat edukatif agar anak bisa menjadi lebih baik.  
Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa perbuatan pelanggaran pidana 
yang dilakukan oleh seorang anak di bawah umur hendaknya di bebankan kepada 
xv 
 
orang tuanya atau diserahkan pada Negara untuk diberi sanksi tindakan yang dapat 
melindungi anak dari sanksi yang memberatkannya. Hal tersebut disebabkan karena 





 ػٍٟٔٛسَخبٌضَسافذَ : االعُ
 50100212108 : سلَُاٌزغغ١ً
 اٌشش٠ؼخ/اٌمبَْٔٛاإلعالِٟ : اٌمغُ
العقوبت الجٌائيت على األوالد الذيي لن يبلغوا سي الزشد  : ػٕٛاَْاٌشعبٌخ





َاٌذساعخ َ٘زٖ َٚرشوضََرزغُ َفَٟٙالَرحًٍَإالَاٌج١بٔبدَإٌٛػ١خ ثبٌجحشَاٌّىزجٟ،




َإٌٛعَ َفٟ َرزّضً َػ١ٍٙب َاٌّحظٛي َث١بٔبرٙب َأْ ٌَّب َإٌٛػٟ َثبٌشىً َرزغُ َوزٌه فئٔٙب












َاٌزَٟاسرىجٙبََ َاٌّخبٌفبدَاٌغٕبئ١خ َأَْحذٚد َاٌذساعخ َػٍَٝ٘زٖ َاٌّزشثخ ٚا٢صبس
َأَٚإٌَٝاٌذٌٚخََِٓأعًَ َإٌَٝآثبئُٙ َعَٓاٌششذ،٠َغتَرح٠ٍٛٙب ٠َجٍغٛا َاٌز٠ٌَُٓ األٚالد
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A. Latar Belakang Masalah 
Anak sebagai generasi muda adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. 
Anak merupakan modal pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai 
subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa 
depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia.
1
 Oleh karena itu anak 
memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan 
perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang.
2
 Dalam 
berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada 
permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai 
penyimpangan perilaku anak, bahkan lebih dari itu terdapak anak yang 
melakukan perbuatan melanggar hukum, tanpa mengenal status sosial dan 
ekonomi. Di samping itu, terdapat pula anak yang, karena satu dan lain hal tidak 
mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental maupun 
sosial. Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja 
maupun tidak sengaja sering juga, anak melakukan tindakan atau berperilaku 
yang dapat merugikan dirinya dan atau masyarakat.
3
  
Pertumbuhan penduduk yang pesat tidak sebanding dengan peningkatan 
pertumbuhan ekonomi mengakibatkan banyaknya pengangguran, sulitnya 
mencari lapangan pekerjaan dan meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat 
mengakibatkan penurunan kualitas hidup masyarakat, peningkatan jumlah anak 
                                                          
1
Lihat UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 
2
Darwan  Prinst, Hukum Anak Di Indonesia (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), h. 
2 
3
Rini Sri Wahyuni, “Penerapan Sanksi Tindakan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana 




putus sekolah, hal-hal tersebut mendorong munculnya berbagai tindak 
kriminalitas. Terlebih adanya indikasi kurang efektif dan efisiennya 
penanggulangan tindak pidana terutama tindak pidana-tindak pidana yang 
dilakukan oleh anak-anak. 
Kecenderungan meningkatnya kualitas maupun kuantitas pelanggaran 
terhadap ketertiban umum maupun pelanggaran terhadap ketentuan undang-
undang oleh pelaku-pelaku muda usia, atau dengan kata lain meningkatnya 
kenakalan remaja yang mengarah kepada tindakan kriminal, mendorong kita 
memberi perhatian akan penangulangan serta penanganannya; khususnya 
dibidang hukum pidana. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus 
terhadap pelaku tindak pidana yang masih muda usianya. 
Masalah pembinaan generasi muda merupakan bagian integral dari 
masalah pembangunan. Oleh sebab itu sebagian masalah pembinaan yustisial 
terhadap generasi muda khususnya anak-anak perlu mendapat perhatian khusus 
dan pembahasan tersendiri. Proses perkembangan tidak jarang timbul peristiwa-
peristiwa yang menyebabkan anak dalam terlantar maupun terjadinya perbuatan 
yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur berupa ancaman/pelanggaran 
terhadap ketertiban umum dalam masyarakat; bahkan kecenderungan adanya 
penyalahgunaan anak bagi kepentingan-kepentingan tertentu yang justru 
dilakukan oleh para orang tua atau pembinanya.
4
 
Pembinaan anak diperlukan sarana dan prasarana hukum yang 
mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang 
dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut 
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penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan ke 
pengadilan. 
Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah 
terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya. Sehingga jika 
lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, dapat terpengaruh pada tindakan 
yang dapat melanggar hukum. Hal itu tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri 
dan masyarakat. Tidak sedikit tindakan tersebut akhirnya menyeret mereka 
berurusan dengan aparat penegak hukum.
5
 
Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang 
sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Setiap Negara 
dimanapun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang 
cukup terhadap hak-hak anak, yang antara lain berupa hak-hak sipil, ekonomi, 
sosial dan budaya. Namun sepertinya kedudukan dan hak-hak anak jika dilihat 
dari prespektif yuridis belum mendapatkan perhatian serius baik oleh pemerintah, 
penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya dan masih jauh dari apa 
yang sebenarnya harus diberikan kepada mereka. Kondisi inipun dipersulit oleh 
lemahnya penerapan hukum mengenai hak-hak anak yang dilakukan oleh aparat 
penegak hukum itu sendiri.
6
 
Kenakalan anak diambil dari istilah Juvenile Deliquency tetapi kenakalan 
anak ini bukan kenakalan anak yang dimaksud dalam pasal 489 KUHP.
7
  Istilah 
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Juvenile Delinquency berasal dari juvenile artinya young, anak-anak, anak muda, 
ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. 
Sedangkan Delinquent artinya wrong doing, perbuatan jahat, kriminal pelanggar 
aturan dan lain-lain.
8
 Jadi, Juvenile Delinquency adalah perilaku jahat/kejahatan 
anak-anak atau anak muda yang melanggar norma, yang apabila dilakukan oleh 
orang dewasa disebut sebagai kejahatan.
9
 
Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang 
dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak 
negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang 
komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
10
 
Perlakuan dan pembinaan yang tepat akan dapat menjadi salah satu dasar yang 
kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik 
untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi 
kehidupan keluarga, bangsa dan negara.
11
 
Masalah kenakalan anak dewasa ini tetap merupakan persoalan yang 
aktual, hampir di semua negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Perhatian 
terhadap masalah ini telah banyak dicurahkan pemikiran, baik dalam bentuk 
diskusi-diskusi maupun dalam seminar-seminar yang mana telah diadakan oleh 
organisasi-organisasi atau instansi-instansi pemerintah yang erat hubungan 
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dengan masalah ini. Latar belakang anak melakukan kenakalan, tentu tidak sama 
dengan latar belakang orang dewasa dalam melakukan kejahatan.   
Ada beberapa kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur sepanjang 




10 Mei 2014. Yakobus Yunusa alias Bush (14) tewas dibacok dengan clurit oleh 
MF alias Al (14) di Ciracas, Jakarta. Timur, dengan luka menganga di dada dan 
pinggang kiri. Siswa kelas I SMP itu dibunuh temannya karena sering mengejek.   
14 Mei 2014 Bb (16) bersama seorang temannya yang juga berusia remaja 
membunuh seorang remaja berusia 14 tahun, yang belum diketahui identitasnya di 
Babelan, Bekasi, Jawa Barat. Setelah menjerat lehernya, korban bersama sepeda 
motornya dibawa ke Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Saat hendak membuang mayat 
korban, aksi pelaku diketahui warga. Akibatnya Bb dikeroyok massa, sementara 
kawannya berhasil kabur.  
18 Mei 2014 RM (17) dan AP (12) ditangkap polisi setelah merampok rumah 
pengusaha Wevie Viyana (35) di Kompleks MA Jalan Teratai, Pamulang, Tangerang 
Selatan. Sementara satu temannya R (18) masih diburu polisi. Sejumlah perhiasan emas 
dan telepon genggam mereka jarah dari rumah korban.  
13 Juni 2014 Dua anggota geng pencuri kendaraan. bermotor yang masih di 
bawah umur, yakni IH (17) dan SS (16) diciduk polisi di Cisauk, Tangerang. Sementara 
ketuanya, Irfan alias Keling (18) terpaksa ditembak kakinya karena melawan saat 
hendak ditangkap. Aksi terakhir yang mereka lakukan terjadi 11 Juni 2014 malam. Jeri 
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Irawan (20) yang sedang melintas bersama temannya di Jl Raya Pasar Jengkol, 
Tangerang. Mereka pukul hingga jatuh dan diambil sepeda motornya.
13
 
5 Oktober 2014 Tiga pelajar nekat mencekik dan menggorok leher teman 
mainnya hingga tewas. Kemudian mengambil hp dan sepeda motor korban Chaerul (16) 
pelajar SMK Mercusuar. Ketiganya adalah RS (15) Pelajar SMK Karya Ekonomi, Iw 
(16) Pelajar SMP Nurul Ikhsan, dan MF (14) pelajar SMP Nurul Ikhsan. Berbekal pisau, 




Melihat beberapa contoh kasus di atas maka perlu ada tindakan yang dilakukan 
agar kasus seperti di atas tidak terjadi. Mengingat tindakan-tindakan tersebut sangat 
meresahkan masyarakat. Kejahatan yang mereka lakukan tidak sepenuhnya karena 
keinginan atau perencanaan. Tindakan ini bisa saja karena kondisi lingkungan, tekanan 
dari sekitarnya atau bahkan karena pemenuhan kebutuhan tidak terpenuhi. 
Fenomena yang terjadi di negara ini sungguh sangat memprihatinkan 
sebab masih banyak anak yang tinggal di daerah kumuh dan diantaranya harus 
berjuang mencari nafkah untuk membantu keluarga. Kemiskinan, pendidikan 
yang rendah, broken home dan lingkungan pergaulan yang tidak baik akan 
memengaruhi kehidupan atau pertumbuhan mental dan karakter seorang anak. 
Hal tersebut merupakan dasar yang melatarbelakangi seorang anak untuk 
melakukan tindak pidana atau kejahatan.  
Menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku 
anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan 
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sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah 
perbuatan berdasarkan pikiran, perasaan dan  kehendaknya, tetapi keadaan 
disekitar dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu anak nakal, orang tua 
dan masyarakat sekitarnya seharusnya lebih bertanggungjawab terhadap 
pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku tersebut.
15
 
Mengingat sifatnya yang khusus yang memberikan landasan hukum yang 
bersifat nasional bagi generasi muda melalui tatanan peradilan khusus bagi anak-
anak yang mempunyai perilaku yang menyimpang dan melakukan pelanggaran 
hukum. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam 
dirinya terletak harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Ini mengandung 
makna filosofis yang perlu di cerna dengan seksama, yakni, amanah, karunia, 
harkat, martabat, dan manusia seutuhnya. Oleh karena itu anak memerlukan 
perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, 
mental dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang.
16
 
Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum ditentukan 
dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan 
tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Saat ini, banyak faktor yang 
menyebabkan seorang anak cenderung berbuat kenakalan yang bila 
diklasifikasikan sebagai perbuatan kejahatan yang dianggap sebagai kenakalan 
anak, dinamakan oleh para ahli dengan juvenile delinquency. Maka tidak adil 
rasanya bila anak yang melakukan kenakalan dan meresahkan masyarakat 
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tersebut tidak dikenai hukuman, tetapi tidak pantas juga anak-anak tersebut 
mendapatkan hukuman yang sama dengan yang diterima oleh orang dewasa.  
Mukaddimah Konvensi  Hak anak 20 November 1989 yang telah 
diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, 
dijelaskan bahwa anak harus sepenuhnya dipersiapkan untuk menjalani 
kehidupan sebagai pribadi dalam masyarakat,
17
 maka anak harus dipersiapkan 
baik secara fisik maupun mental untuk dapat tumbuh sebagaimana mestinya 
dalam lingkungan tanpa tekanan. Dalam lingkungan berbangsa dan bernegara 
muncul kesadara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah 
Indonesia bahwa masih terdapat ratusan bahkan jutaan anak Indonesia yang 
berada dalam kondisi yang kurang beruntung. 
Standar layak dalam kesehatan, pendidikan, pengasuhan gizi, tempat 
tinggal maupun kasih sayang orang tuanya serta perlindungan agar anak terbebas 
dari tindak kekerasan, penelantaran dan eksploitasi masih sangat jauh dari angan-
angan dan belum mendapat perhatian sepenuhnya.  
Namun saat ini mulai diperhatikan secara khusus. Hal ini terbukti dengan 
adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak 
sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang 
KUHP, Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-
undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan peraturan 
perundang-undangan lain yang mengatur kesejahteraan anak, bahkan Indonesia 
sudah meratifikasi hasil Konvensi Hak-hak pada tahun 1990-an.
18
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Jika mengacu pada Pasal 45 KUHP mengenai anak-anak yang dapat 
diajukan ke sidang pengadilan adalah bila anak tersebut telah mencapai usia 16 
tahun. Sedangkan bila kita melihat pada Undang-undang No. 3 Tahun 1997 
tentang Peradilan Anak, Pasal 4 yang menetapkan batas usia anak yang dapat 
dijatuhi hukuman atau sanksi pidana sangatlah berbeda. Ketentuan pasal tersebut 
berbunyi: 
1. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah 
sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 
(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. 
2. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana 
dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang anak.
19
 
Pokok masalah dalam kajian ini adalah tentang batas umur, antara kata 
dewasa dan kata anak cukup menjadi problema yang rumit. Klasifikasi umur 
akan menentukan dapat tidaknya seseorang dijatuhi hukuman sebagai 
pertanggungjawaban atas perbuatannya serta dapat tidaknya suatu tindak pidana 
dipertanggungjawabkan kepadanya. 
Secara umum klasifikasi yang ingin ditonjolkan sebagai inti dalam 
persoalan ini adalah kedewasaan, walaupun kedewasaan seseorang dengan orang 
lain tidak disamakan, namun dalam peristiwa hukum klasifikasi ini akan selalu 
sama untuk suatu lapangan tertentu,
20
 karena menyangkut titik akhir yang ingin 
dicapai oleh para hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam perasaan 
keadilan yang sebenarnya. Sebagai motto para ahli kriminologi yang berbunyi: “ 
Fight crime, help delinquent, love humanity ”.21 Walaupun anak telah dapat 
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menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan 
kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat memengaruhi perilakunya. Karena 
itu dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekitarnya 




Tidaklah patut setiap kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak sepenuhnya di 
bebankan pada mereka karena bagaimanapun juga mereka adalah tanggung jawab orang 
tua. Mengingat ciri dan sifat yang  khas, maka dalam menjatuhkan pidana 
atau tindakan terhadap anak nakal diupayakan agar anak dimaksud jangan 
sampai dipisahkan dari orang tuanya. Hubungan orang tua dengan anaknya 




 Bilamana hubungan orang tua dan anak kurang harmonis atau karena sifat 
perbuatannya sangat merugikan masyarakat sehingga perlu memisahkan anak 
dari orang tuanya, hendaklah tetap dipertimbangkan bahwa pemisahan tadi 




 Selama ini penegakan hukum terhadap anak ternyata menimbulkan 
masalah, baik dari sudut hukum pidana nasional, maupun hukum pidana Islam. 
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Karena menurut Undang-undang Pengadilan Anak, anak di bawah umur yang 
melakukan kejahatan yang layak diproses adalah anak yang telah berusia 8 tahun, 
dan diproses secara khusus, berbeda dengan penegakan hukum terhadap orang 
dewasa. Tegasnya, anak yang melakukan kejahatan yang belum berusia 8 tahun 
seharusnya tidak diproses secara hukum. Di samping itu menurut hukum pidana 
Islam, seseorang baru dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika yang 
bersangkutan telah dewasa, dan sehat akalnya. Sebaliknya sikap yang tidak 
dianggap melakukan kesalahan dan dosanya diampuni yaitu, orang yang masih 
kecil.
25
   
Perspektif di atas bahwa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan 
orang yang belum dewasa dimaafkan. Tetapi apakah ketentuan tersebut 
mencakup juga tindak pidana yang merugikan kepentingan orang lain. Jadi, 
permasalahannya adalah bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan anak 
di bawah umur menurut hukum pidana Islam dan pidana nasional. Apakah anak 
di bawah umur bebas dari pertanggungjawaban pidana, secara mutlak ataukah 
ada kemungkinan pertanggungjawabannya dibebankan kepada orangtuannya 
ataukah harus dijalani anak itu sendiri.  
Meskipun dalam hukum Islam telah jelas bahwa anak yang masih di 
bawah umur tidak dapat dikenakan sanksi, akan tetapi melihat fenomena yang 
terjadi seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa tindakan mereka 
sungguh sangat meresahkan masyarakat, sehingga perlu diambil langkah-langkah 
tepat untuk menangani kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah 
umur. Sebab, bilamana mereka di bebaskan tanpa memberikan sanksi atau 
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tindakan-tindakan yang bisa memberikan efek jera maka akan memberikan 
pandangan kepada anak yang lainnya bahwa kejahatan yang dilakukannya tidak 
dapat dipertanggungjawabkan sehingga mereka terbebas dari hukuman dan 
karena itu pula sikap meremehkan akan muncul pada diri anak dan melahirkan 
kejahatan-kejahatan baru.  
Asumsinya, bahwa menurut hukum Islam orang tua wajib mendidik anak-
anaknya menjadi orang baik. Jika anak menjadi nakal atau penjahat, berarti orang 
tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang tualah yang 
menanggung akibatnya, yakni diberi sanksi (hukuman) karena kelalaiannya. 
Dengan demikian, permasalahan penegakan hukum terhadap kejahatan anak di 
bawah umur cukup urgen untuk diteliti secara hukum pidana nasional dan hukum 
pidana Islam. 
Jadi perlakuan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan 
perhatian yang serius karena bagaimana pun anak-anak ini adalah masa depan  
suatu bangsa. Oleh karena itu dalam pengambilan keputusan, hakim harus yakin 
benar bahwa keputusan yang diambil akan dapat menjadi satu dasar yang kuat 
untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk 
mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi 
kehidupan bangsa. Mekipun pelaku masih dibawah umur tapi mengingat 
Indonesia adalah Negara hukum dan demi terciptanya kenyamanan dan 
ketentraman dalam masyarakat maka hukum harus ditegakkan. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi 
pokok masalah dalam tulisan ini, adalah bagaimana sanksi pidana terhadap anak 
di bawah umur dalam hukum pidana. Untuk membatasi ruang lingkup kajian 
13 
 
penelitian ini, perlu dirumuskan sub-sub masalah. Adapun sub-sub masalah yang 
dimaksudkan dan selanjutnya menjadi titik tolak dalam pengembangan adalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana bentuk perbuatan pidana bagi anak di bawah umur?  
2. Bagaimana penyebab terjadinya pelanggaran pidana bagi anak di bawah 
umur? 
3. Bagaimana sanksi pidana terhadap anak dalam hukum pidana dan Fikih 
jinayah? 
C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Pembahasan 
Judul tesis ini adalah sanksi pidana bagi anak di bawah umur dalam 
hukum pidana. Untuk menghindari penafsiran yang keliru terhadap penulisan 
tesis ini. maka akan dikemukakan beberapa pengertian yang menjadi variabel 
dalam penulisan ini. 
1. Sanksi pidana adalah suatu tindakan tidak enak (sengsara yang dijatuhkan 
oleh hakim dengan vonis pada orang yang melanggar undang-undang 
hukum pidana. 
2. Anak dibawah umur adalah seorang manusia yang masih kecil, manusia 
yang belum dewasa. Atau anak yang belum mencapai usia 15 tahun 
3. Jinayah adalah kesalahan, dosa atau kriminil26. Jinayah berarti perbuatan-
perbuatan yang terlarang menurut syara’
27
 
Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah penjatuhan sanksi 
terhadap anak berdasarkan KUHP menurut perspektif jinayah. 
                                                          
26
Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia (Ciputat: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 
2010), h. 92. 
27
A. Djazuli, Fikih Jinayah “Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam” (Jakarta: PT 
RajaGrafindo Persada, 2000), h. 1.  
14 
 
D. Kajian Pustaka 
Penelitian ini menggunakan beberapa literatur yang masih berkaitan 
dengan pembahasan yang dimaksud di antaranya adalah sebagai berikut: 
Rini Sri Wahyuni dalam skripsinya Penerapan Sanksi Tindakan Terhadap 
Anak Pelaku Tindak Pidana “Studi Putusan Raju di Pengadilan Negeri Stabat”. 
Dalam skripsi ini menjelaskan tentang sanksi tindakan bagi anak berdasarkan 
undan-undang lama yaitu UU No 3 Tahun 1997 analisis putusan Pengadilan 
Negeri Stabat. Penelitian ini tidak menjelaskan sanksi pidana bagi anak dalam 
UU No 12 Tahun 2012 perspektif fikih jinayah. 
Abdul Rahman dalam bukunya Perlindungan Hukum dan Pemenuhan 
Hak-Hak Konstitusional Anak. Dalam buku ini menjelaskan tentang kejahatan 
anak, perbuatan anak yang melanggar hukum, faktor pemicu kejahatan anak, hak-
hak anak dalam perundang-undangan. ini Buku telah menjelaskan sanksi pidana 
bagi anak dalam hukum pidana namun belum menjelaskan sanksi pidana bagi 
anak dalam perspektif fikih jinayah. 
Demikian juga dengan Ahmad Hanafi dalam bukunya Asas-Asas Hukum 
Pidana Islam. Buku ini menjelaskan tentang jarimah, pertanggungjawaban pidana 
dan sebab-sebab terhapusnya hukuman. Buku ini menjelaskan bahwa anak di 
bawah umur tidak dikenakan sanksi pidana melainkan hanya dikenai sanksi 
tindakan yaitu dikembalikan kepada orang tuanya. Buku ini belum menekankan 
konsep penerapan sanksi pidana bagi anak di bawah umur dalam perspektif fikih 
jinayah seperti yang diharapkan. 
Kartini Kartono dalam bukunya Bimbingan Bagi Anak Yang Bermasalah, 
buku ini menerangkan tentang bagaimana membimbing anak yang bermasalah 
dengan menggunakan pendekatan psikologis, bahkan terhadap anak yang 
berhadapan dengan hukum. Buku ini juga belum membahas tentang penerapan 
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sanksi pidana terhadap anak di bawah umur dalam hukum pidana perspektif fikih 
jinayah. 
Begitu juga Nashriana dalam Bukunya Perlindungan Hukum Pidana Bagi 
Anak di Indonesia buku ini menjelaskan pengertian anak, batasan dan penyebab-
penyebab kenakalan anak. Buku ini menjelaskan tentang konsep sanksi pidana 
bagi anak dibawah umur dalam hukum pidana tapi belum menekankan sanksinya 
dan belum menerangkan konsep sanksi pidana bagi anak di bawah umur menurut 
fikih jinayah 
Sudarsono dalam bukumya Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja 
menjelaskan tentang pengertian kenakalan anak, kenakalan remaja dalam 
perspektif etika Islam serta faktor-faktor penyebab kenakalan anak. Buku ini juga 
belum menerangkan tentang konsep sanksi pidana terhadap anak ditinjau dari 
perspektif hukum Islam. 
Beberapa literatus tersebut belum ada satupun yang membahas atau 
menekankan sanksi pidana secara spesifik bagaimana konsep sanksi bagi anak di 
bawah umur dalam hukum pidana dan fikih jinayah, oleh karena itu akan dibahas 
beberapa hal yang berkaitan dengan sanksi pidana terhadap anak dibawah umur  
dalam hukum pidana perspektif fikih jinayah secara lebih khusus. 
E. Kerangka Teoretis 
Perbuatan pidana atau tindak pidana seperti yang dikemukakan oleh 
Moeljatno bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu 
aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana 
tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
28
 Istilah tindak 
                                                          
28
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana  (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 59.  
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pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda yaitu strafbaar feit atau delict. 
Sedangkan perkataan pidana berasal dari bahasa sangsekerta. Dalam bahasa 




Roeslan Saleh mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang 
oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.
30
 
Sedangkan Marshal mengemukakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan 
atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat 
dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.
31
 Dalam konsep KUHP 
tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan 
sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan 
yang dilarang dan diamcan dengan pidana. Sedangkan perbuatan pidana anak 
adalah segala perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan 
oleh anak yang masih di bawah umur. Sedangkan dalam hukum Islam perbuatan 
pidana atau tindak pidana disebut jarimah. Kata jarimah berasal dari kata jarama-
yajrimu ََُيْجِرمََُ-َجَرم  yang artinya memotong atau berusaha, atau ajrama-yujrimu َ–َ
َ  yang artinya berdosa atau durhaka.32 Jadi pengertian jarimah secarah أَْجَرمََ ُيْجِرُم
harfiah  yaitu larangan-larangan syara’ yang apabila dikerjakan diancam Allah 
dengan hukuman had atau ta’zir. 
                                                          
29
Abdul Rahman, Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Anak ( 
Makassar: UIN Alauddin Pers, 2011), h. 45.  
30
Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian 
Dasar dalam Hukum Pidana (Jakarta: Aksara Baru, 1981), 13. 
31
 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 89 
32
Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 
2007), h. 87. 
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Konsep jarimah mencakup perbuatan ataupun tidak berbuat, mengerjakan 
atau meninggalkan, aktif atau pasif. Oleh karena itu, perbuatan jarimah tidak 
hanya mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan, tetapi juga dianggap 
sebagai jarimah apabila seseorang meninggalkan perbuatan yang menurut 
peraturan harus dikerjakan. Abdul Qadir Audah mengatakan bahwa mahdhurat 
(larangan) adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan 
perbuatan yang di perintahkan. 
Adapun kejahatan yang sering dilakukan oleh anak yang masih di bawah 
umur seperti yang terdapat di media massa, TV ataupun realita yang di lihat 
langsung oleh masyarakat adalah sebagai berikut: 
1. Melakukan kekerasan 
Kekerasan adalah menggunakan tenaga misalnya memukul dengan tangan 
atau menggunakan senjata. Contoh kekerasan yang dilakukan oleh anak seperti 
pada kasus tiga orang pelajar di Jakarta timur yang tega mencekik dan menggorok leher 
temannya mainnya hingga tewas tidak hanya itu HP milik korban juga diambil oleh 
mereka. Selain itu maraknya tindakan anarkis yang dilakukan oleh begal motor atau 
geng motor dan beberapa pelaku masih di bawah umur seperti yang terjadi di beberapa 
kota besar yang ada di Indonesia. Tindakan para begal motor sangat meresahkan warga 
dan mengganggu keamanan suatu daerah. 
2. Pembunuhan biasa  
Contoh kasus yang terjadi di Jakarta timur seorang anak yang berusia 14 
tahun tewas dibunuh oleh temannya sendiri yang masih berusia 14 tahun. 




3. Pencurian  
Seperti yang dilakukan oleh seorang anak yang berusia 12 dan 17 tahun  di 
Tangerang selatan telah melakukan perampokan di rumah seorang pengusaha. Adapun 
barang-barang yang diambil adalah perhiasan emas dan HP. Dan masih banyak 
perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur berdasarkan realita yang 
terjadi. 
Maraknya kejahatan yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh orang 
dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Hal ini 
menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat sebab kejahatan yang 
mereka lakukan tidak hanya merugikan orang banyak tetapi juga merugikan 
dirinya sendiri. Sehingga diperlukan suatu tindakan demi mencegah kejahatan 
yang mereka lakukan. Akan tetapi, penjatuhan sanksi terhadap mereka juga 
sangat memengaruhi psikologisnya disebabkan usia mereka masih di bawah 
umur. Oleh karena itu perlu ada tindakan bagi mereka sehingga dapat 
mengurangi atau menghilangkan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh anak di 
bawah umur. Sebelum memberikan sanksi atau tindakan perlu kiranya 
memperhatikan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang 
ditimbulkannya. Ada 7 faktor penyebab terjadinya kenakalan anak sebagai 
berikut: 
1. Umur, anak yang lebih muda jika masuk ke suatu sistem tertentu akan 
mempunyai resiko lebih tinggi. 
2. Pscyhological variables, yaitu sifat pembantah, susah diatur, merasa kurang 
dihargai. 
3. School perdormance, yaitu anak yang bermasalah di sekolah dengan 
tingkah lakunya pembolos. 
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4. Home adjustment, yaitu kurang interaksi dengan orang tua dan saudara, 
kurang disiplin dan pengawasan, minggat dari rumah. 
5. Drugs and alcohol use, yaitu penggunaan alkohol dan obat, anak yang 
sudah mulai memakai alkohol apabila orang tuanya punya riwayat pemakai 
alkohol. 
6. Nieghborrood (lingkungan tetangga), dimana lingkungan mudah 
mempengaruhi anak seperti kemelaratan, masalah sosial dan perilaku. 
7. Social adjustment of peers (pengeruh kekuatan teman sebaya) pertemanan 
mempengeruhi perilaku termasuk deliquency, obat-obatan, bolos, dan 
kekacauan di sekolah (onar), geng, sex dan lain-lain. 
Untuk memberikan sanksi atau tindakan kepada anak yang masih 
dibawah umur perlu melihat faktor penyebab terjadinya kejahatan dan efek yang 
di timbulkan karena kejahatannya. 







Gambar: Skema Kerangka Pikir 
F. Metodologi Penelitian 
1. Jenis penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library research) 
dengan menggunakan data-data yang bersifat kualitatif (non statistic). Tesis ini 
Perbuatan Pidana Bagi Anak 
Fikih Jinayah Hukum Pidana 
Sanksi Bagi Anak di Bawah Umur 
Penyebab Terjadinya Pelanggaran Anak 
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merupakan penelaahan terhadap karya-karya tertulis dari para ahli hukum, baik 
hukum Islam maupun hukum nasional. Karena telaah adalah buku-buku, maka 
penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan, yaitu menganalisis data 
kepustakaan, khususnya buku-buku yang ada relevansinya dengan tindak pidana 
yang dilakukan oleh anak dan sanksi yang dikenakan bagi mereka. 
2. Pendekatan penelitian 
Untuk mengkaji suatu permasalahan secara lebih komprehensif diperlukan 
beberapa pendekatan. Semakin banyak pendekatan yang digunakan, kajian 
tersebut dapat menghasilkan output  penelitian yang lebih berkualitas. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
a. Pendekaatan teologis normatif, yaitu pendekatan yang digunakan dengan 
merujuk pada hukum-hukum yang bersumber pada al-Qur’an dan Hadis. 
b. Pendekatan yuridis, yakni pendekatan yang digunakan dengan merujuk pada 
kitab perundang-undangan yang berlaku. 
3. Sumber data 
Penelitian ini menggunakan sumber data pustaka atau library research. 
Library research atau penelitian kepustakaan. Karena penelitian ini menggunakan 
penelitian kepustakaan maka berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan 
tersebut dari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan publikasi lainnya. 
4. Metode Pengolahan dan Analisis Data  
Penelitian ini menggunakan metode pengolahan dan analisis data dengan 
cara deskriptif kualitatif yaitu membandingkan data primer dan data sekunder lalu 
diklasifikasikan kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis, sehingga 
diperoleh suatu pengetahuan. Langkah-langkah analisis data sebagai berikut: 
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a. Mengorganisasi data, baik data yang diperoleh dari rekaman maupun data 
tertulis. 
b. Proses data dengan cara memilah-milah data. 
Koding data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam penelitian, 
kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkal bahasan masalah 
dengan cara memberi kode-kode tertentu. 
Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan 
untuk mengetahui relevansi dan kesahian data yang akan dideskripsikan dalam 
menemukan jawaban permasalahan. 
c. Interpretasi data dengan cara menerjemahkan atau menafsirkan data yang 
sebelumnya telah dikategorikan. 
G. Tujuan dan Kegunaan  
Berdasarkan pada permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan 
penelitian ini diformulasikan sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui perbuatan pidana bagi anak di bawah umur 
2. Untuk mendeskripsikan penyebab kenakalan.  
3. Untuk menganalisis sanksi pidana terhadap anak di bawah umur dalam 
hukum pidana dan Fikih jinayah.  
Diharapkan hasil penelitian ini memiliki kegunaan. Adapun kegunaan 
yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Diharapkan penulisan karya ilimiah ini bisa mengembangkan wawasan 
wawasan keilmuan hukum pidana Islam khususnya tentang sanksi pidana 
bagi anak di bawah umur dalam hukum pidana dan Fikih jinayah. 
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b. Dapat menambah pengetahuan seseorang mengenai sanksi pidana bagi anak 
di bawah umur dalam hukum pidana dan fikih jinayah, baik kepada 
masyarakat, praktisi hukum, dan para mahasiswa khususnya mahasiswa 






TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA 
A. Pengertian Pidana  
Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang 
dalam bahasa belanda hanya dikenal satu istilah untuk keduanya, yaitu straf. 
Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, 
administratif, disiplin dan pidana. Sedangkan pidana di artikan sempit berkaitan 
dengan hukum pidana.
1
 Dalam bidang hukum pidana, istilah ‚hukuman‛ berasal 
dari kata ‚straf‛ dan istilah dihukum berasal dari kata ‚worldgestraft‛. 
Moelyatno tidak setuju istilah tersebut digunakan dalam kaitannya dengan 
hukum pidana, ia lebih suka menggunakan istilah yang inkonvensional yaitu 
pidana. Adapun menurut Sudarto, ‚penghukuman‛ berasal dari kata hukum 




Istilah penghukuman dapat diartikan secara sempit, yaitu penghukuman 
dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau 
penjatuhan pidana yang mempunyai arti yang sama dengan sentence atau 
veroordeling. Istilah pidana merupakan istilah yang mempunyai arti lebih khusus, 





 yang dimaksud dengan pidana adalah 
penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan 
                                                          
1
Andi Hamzah Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h. 27  
2
Nandang Sambas, Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia (Yogyakarta: PT 
Graha Ilmu, 2010),  h. 12. 
3
Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1981), h. 71. 
4
Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Hukum 




yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah 
reaksi atas delik, dan ini bertujuan suatu nestapa yang dengan sengaja 
ditimpakan negara pada pembuat delik itu.
5
 
Pidana sebagai suatu reaksi yang sah atas perbuatan yang melanggar 
hukum, namun di dunia diterapkan berbeda-beda berdasarkan konteks hukum, 
agama, moral, pendidikan, dan lain-lain. Atas dasar kenyataan tersebut, 
diungkapkan oleh H.L.A Hart, bahwa pidana di dalamnya harus: 
1. Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak 
menyenangkan, 
2. Dikenakan pada seseorang yang benar-benar atau disangka benar 
melakukan tindak pidana, 
3. Dikenakan berhubung satu tindak pidana yang melanggar ketentuan 
hukum, 
4. Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana 
5. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai ketentuan suatu sistem 
hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.
6
  
Secara umum pidana yang berupa pengenaan penderitaan yang sengaja 
dijatuhkan negara terhadap setiap pelanggar hukum, di dalamnya terkandung 
unsur-unsur, sebagai berikut:
7
   
1. Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau 
nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan, 
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang 
mempunyai kekuasaan/yang berwenang, 
                                                          
5
Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia (Jakarta: Aksara Baru, 1983), h. 9. 
6
Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat (Bandung: Alumni, 1992), h. 21-23 
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Nandang Sambas, Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia (Yogyakarta: 




3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana 
menurut undang-undang. 
Selain ketiga unsur tersebut, Alf, Ross menambahkan dengan tegas bahwa 
pidana juga di dalamnya terkandung berupa suatu pernyataan pencelaan terhadap 
diri pelaku.
8
 Ia merinci bahwa pidana merupakan reaksi sosial yang: 
1. Terjadi berhubungan dengan adanya pelanggaran terhadap suatu hukum, 
2. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan 
dengan tertib hukum yang dilanggar, 
3. Mendukung penderitaan atau paling tidak konsekuensi-konsekuensi lain 
yang tidak menyenangkan, 
4. Menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar 
Sedangkan dalam fiqih jinayah hukuman adalah uqu>bah yang dia ambil 
dari bahasa arab yaitu (عقب) yang artinya mengiringnya. Dalam pengertian yang 
mirip dan mendekati pengertian istilah, diambil dari lafaz )عاقب( yang artinya 
membalasnya. Seperti didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah sebagai berikut.  
 اْلُعُقْوبَُة ِهَى اْلَْزَاُء اْلُمَقرَُّر ِلَمْصَلَحِة اْلََْماَعِة َعَلى ِعْصَياِن أَْمِر الَشارِعِ 
Artinya:  
Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memeliharan 




Berdasarkan definisi tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa 
pidana adalah sanksi atau hukuman kepada seseorang yang melanggar aturan 
perundang-undangan yang dilakukan oleh orang-orang yang berwenang atau 
aparat penegak hukum.  
                                                          
8
Muladi dan Barda Nawawi, Teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni, 1984), h, 3. 
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B. Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan 
Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa 
seseorang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Sanksi 
juga berarti bagian dari (aturan) hukum yang dirancang secara khusus untuk 
memberikan pengaman bagi penegakan hukum dengan mengenakan sebuah 
ganjaran atau hukuman bagi seorang yang melanggar aturan hukum itu, atau 
memberikan suatu hadiah bagi yang mematuhinya. Jadi, sanksi itu sendiri tidak 
selalu berkonotasi negative.  
Hukum pidana nasional mempunyai dua jenis sanksi yang keduanya 
mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. 
Kedua sanksi tersebut berbeda baik dari ide dasar, landasan filosofis yang 
melatar belakanginya dan tujuannya. Sanksi pidana merupakan jenis pidana yang 
paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang 
yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Bentuk-bentuk sanksi 
pidana inipun bervariasi seperti pidana mati, seumur hidup, pidana penjara, 
pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana 
berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan 
pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan.
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1. Sanksi pidana 
Sanksi pidana diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang 
ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang 
oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan agar tidak 
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melakukan tindak pidana. Pengertian tentang sanksi pidana menurut Herbert L. 
Packer dalam bukunya the limits of criminal sanction adalah:11 
Criminal punishment means simply any particular disposition or the range 
or permissible disposition that the law authorizes (or appears to authorize) 
in cases of person who have been judged through the distinctive processes 
of the criminal law to be guilty of crime. 
Henry Campbell Black memberikan pengertian dalam bukunya Black’s 
Law Dictionary bahwa sanksi pidana adalah punishment attached to conviction 
at crime such fines, probation and sentences (suatu pidana yang dijatuhkan untuk 
menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana 
pengawasan dan pidana penjara).
12
 
Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dibahas diatas maka dapat 
disimpulkan, bahwa sanksi pidana merupakan derita yang diberikan kepada 
seseorang yang telah dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (perbuatan 
pidana) diputuskan oleh pihak yang berwenang (hakim) dalam sebuah 
pengadilan. Dan tujuan dari pengenaan sanksi pidana tersebut agar tidak 
melakukan tindak pidana lagi. 
2. Sanksi Tindakan 
Sanksi tindakan diartikan sebagai pemberian suatu hukuman yang 
sifatnya tidak menderitakan, tetapi mendidik dan mengayomi. Tindakan ini 
dimaksudkan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki pembuat, 
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Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak tersebar di luar 
KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya, yaitu 
berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau 
walinya bagi mereka yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih 
di bawah umur. Hal ini berbeda dengan bentuk-bentuk sanksi tindakan yang 
tersebar di luar KUHP yang lebih variatif sifatnya, seperti pencabutan surat izin 
mengemudi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, 
perbaikan akibat tindak pidana, latihan kerja, rehabilitasi dan perawatan di suatu 
lembaga, serta lain sebagainya. Kedua jenis sanksi tersebut (sanksi pidana dan 
sanksi tindakan) dalam teori hukum pidana lazim disebut dengan double track 
system (sistem dua jalur), yaitu sistem sanksi dalam hukum pidana yang 
menempatkan sanksi pidana dan sanksi tindakan sebagai suatu sanksi yang 
mempunyai kedudukan sejajar dan bersifat mandiri.
14
 Sedang sanksi tindakan 
tujuannya lebih bersifat mendidik. 
Dalam KUHP sanksi tindakan memiliki beberapa jenis, yaitu: 
a. Penempatan di rumah sakit jiwa bagi orange yang tidak dapat 
dipertanggung jawabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau 
terganggu penyakit. 
b. Bagi anak yang belum berumur 16 tahun melakukan tindak pidana, hakim 
dapat mengenakan tindakan berupa;
15
 
1) Mengembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharaannya, atau; 
2) Memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada pemerintah 
                                                          
14
Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, h. 194  
15




3) Dalah hal ini yang ke-2, anak tersebut dimasukkan dalam rumah 
pendidikan Negara yang penyelenggaraannya diatur dalam peraturan 
pendidikan paksa (dwangovoendingregeling, Stb. 1916 No. 741); 
4) Penempatan ditempat bekerja negara bagi penganggur yang malas bekerja 
dan tidak mempunyai mata pencarian, serta mengganggu ketertiban umum 
dengan melakukan pengemisan, bergelandangan atau perbuatan sosial. 
(Stb. 1936 No. 160). 
Sanksi pidana dan sanksi tindakan memiliki perbedaan secara 
fundamental, keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana 
bersumber pada ide dasar: ‚mengapa diadakan pemidanaan?‛. Sedangkan sanksi 
tindakan bertolak dari ide dasar: ‚untuk apa diadakan pemidanaan itu?‛.
16
 
Sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi 
tindakan bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan. Fokus utama dari sanksi 
pidana tertuju pada perbuatan seseorang dengan cara pengenaan penderitaan 
dengan maksud agar orang tersebut menjadi jera sedangkan sanksi tindakan 
berupaya memberi pertolongan agar orang tersebut dapat berubah.
17
 Sanksi 
pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbalan). Sedangkan sanksi 
tindakan menekankan pada perlindungan masyarakat dan pembinaan atau 
perawatan si pembuat.  
Seperti yang dikatakan oleh J.E Johnkers, bahwa sanksi pidana 
dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, 
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sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.
18
 Dengan 
demikian, perbedaan prinsip antara sanksi pidana dan sanksi tindakan terletak 
pada ada tidaknya unsur pencelaan, bukan pada ada tidaknya unsur penderitaan.  
Perbedaan orientasi dasar dari dua jenis sanksi tersebut sebenarnya 
memiliki kaitan pula dengan paham filsafat yang memengaruhinya, yakni filsafat 
indeterminisme sebagai sumber sanksi pidana dan filsafat determinisme sebagai 
sumber sanksi tindakan. Sebagaimana diketahui, asumsi dasar filsafat 
indeterminisme adalah bahwa manusia memiliki kehendak bebas, termasuk 
ketika ia melakukan kejahatan. Karena itu konsekuensi pilihan bebasnya, maka 
setiap pemidanaan harus diarahkan pada pencelaan moral dan pengenaan 
penderitaan bagi pelaku.
19
 Aliran ini lebih menekankan pemidanaan terhadap 
perbuatan, bukan pada pelakunya.  
Sistem pemidanaan ditetapkan secara pasti (the definite sentence). 
Artinya, penetapan sanksi dalam undang-undang tidak dipakai sistem peringanan 
atau pemberatan yang berhubungan dengan faktor usia, keadaan jiwa pelaku, 
kejahatan-kejahatan yang dilakukannya terdahulu maupun keadaan-keadaan 
khusus dari perbuatan/kejahatan yang dilakukan.
20
 Pendek kata tidak dipakai 
sistem individualisasi pidana.  
Sementara itu, determinisme bertolak dari asumsi bahwa keadaan hidup 
dan perilaku manusia, baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok 
masyarakat, ditentukan oleh faktor-faktor fisik, geografis, biologis, psokologis, 
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sosiologis, ekonomis, dan keagamaan yang ada. Perilaku jahat seseorang ataupun 
masyarakat ditentukan oleh berbagai faktor itu, dan karenanya setiap 
pemidanaan hanya dapat dibenarkan dengan maksud merehabilitasi pelaku, atau 
kejahatan sebenarnya merupakan dari manifestasi dari keadaan jiwa seseorang 
yang abnormal.
21
 Dengan demikian, pelaku tidak dapat dipersalahkan atas 
perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana. Andaipun digunakan istilah 
pidana menurut aliran modern ini harus tetap diorientasikan pada sifat-sifat 
pelaku. Karenanya aliran ini bertitik tolak dari pandangan determinisme dan 
menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan mengadakan 
resosialisasi terhadap pelaku kejahatan.
22
 
Contoh konkret dari ide individualisasi pidana di negeri greenland 
misalnya, bertolak dari dua landasan. Pertama, elastisitas pemidanaan (the 
elasticity of sentencing). Kedua perubahan atau pembatalan/pencabutan sanks 
(the alteration/annulment/revocation of sanction).23 Meskpun dalam KUHP 
greenland tidak dikenal istilah pidana (punishment) dan tindakan (treatment), 
tetapi jika diamati bentuk-bentuk sanksi yang digunakan, sesungguhnya 
mengandung pengertian kedua jenis sanksi dalam hukum pidana. 
Sebagai konsekuensi dari ide individualisasi pidana, maka sistem 
pemidanaan dalam hukum pidana modern pada gilirannya berorientasi pada 
pelaku dan perbuatan (daad-dader straafrecht). Jenis sanksi yang ditetapkan tidak 
hanya meliputi sanksi pidana, tetapi juga sanksi tindakan. 
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Hukum pidana nasional sangat berbeda dengan dengan fiqih jinayah. 
Dalam hukum pidana nasional terdapat dua jenis sanksi yaitu sanksi pidana dan 
sanksi tindakan, hal itu dijelaskan dalam UU No 3 tahun 1997 pengadilan anak 
dan UU No 11 tahun 2012 sistem peradilan pidana. Sedangkan dalam fiqih 
jinayah hanya mengenal sanksi pidana saja dan takzir. Takzir ini berdasarkan 
pada ketentuan khalifah atau presiden yang tidak terdapat dalam al-Qur’an. 
Khalifah berhak memberikan sanksi apapun demi kemaslahatan secara umat. 
Karena pada dasarnya tujuan dari hukum islam adalah kemaslahatan umat. 
C. Tujuan Pemidanaan 
Berbicara masalah pidana dan pemidanaan terkandung di dalamnya 
persoalan tujuan yang ingin dicapai dari penjatuhan pidana terhadap para 
pelanggar hukum, baik berupa pidana maupun tindakan. Dalam literatur bahasa 
inggris  tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. Tiga R adalah 
reformation, restraint dan restribution, sedangkan satu D adalah deterrence yang 
terdiri atas individual deterrence dan general deterrence (pencegahan khusus dan 
pencegahan umum). 
Reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi 
orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh 
keuntungan dan tiada seorang pun yang merugi jika penjahat menjadi baik. 
Reformasi perlu digabung dengan tujuan yang lain seperti pencegahan. Kritikan 
terhadap reformasi ialah ia tidak berhasil. Ketidakberhasilannya nyata banyaknya 
residivis setelah menjalani pidana penjara.
24
 Yang perlu ditingkatkan dalam 
sistem reformasi ini ialah intensitas latihan dipenjara lebih dtingkatkan.  
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Restraint maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan 
tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan 
menjadi lebih aman. Jadi ada juga kaitannya dengan sistem reformasi, selama 
pelaku masih ada dalam penjara maka selama itu pula ia dperbaiki dan selama itu 
pula ia tidak berada di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat memerlukan 
perlindungan fisik dari perampok dan penodong daripada orang yang melakukan 
penggelapan. 
Retribution ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan 
kejahatan. Sekarang ini banyak dikritik sebagai sistem yang bersifat barbar dan 
tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab. Sifat primitif hukum pidana 
memang sulit dihilangkan, berbeda dengan bidang hukum yang lain.  
Deterrence berarti menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa 
sebagai individu maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera 
atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada 
terdakwa. Yang mengkritik teori ini mengatakan adalah kurang adil jika untuk 
tujuan mencegah orang lain melakukan kejahatan terpidana dikorbankan untuk 
menerima pidana itu.
25
 Yang dipandang tujuan yang berlaku sekarang ialah 
variasi dari bentuk-bentuk: penjeraan (deterrent), baik ditujukan kepada 
pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi 
menjadi penjahat; perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat; 
perbaikan (reformasi) kepada penjahat. Yang tersebut terakhir yang paling 
modern dan populer dewasa ini. Bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi 
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Berkaitan dengan tujuan pemidanaan yang garis besanrya telah 
disebutkan diatas maka muncullah teori-teori mengenai hal tersebut di atas. Ada 
tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana: 
1. Teori absolute atau teori pembalasan (vergeldings theorien) 
2. Teori relative atau tujuan (doeltheorien) 
3. Teori gabungan (verenigingstheorien).27 
Pertama adalah teori absolut. Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak 
yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi 
korban. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk 
menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung 
jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang 
dijatuhkan kepadanya.
28
 Dari sinilah terlihat bahwa dasar utama pendekatan teori 
absolut adalah balas dendam terhadap pelaku, atau dengan kata lain dasar 




Kedua toeri relatif. Teori ini menekankan bahwa penjatuhan pidana dan 
pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana 
(special prevention) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa 
mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (general prevention) 
dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah 
dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan menurut teori 
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Ketiga, teori gabungan. Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk 
menggabungkan pemikirannya yang terdapat di dalam teori absolut dan teori 
relatif. Dalam teori ini menekankan bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan 
untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat 
diperbaiki sehingga bisa kembali kemasyarakat. Kemunculan teori ini merupakan 
respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolute maupun 
teori relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi 
pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk 
mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi 
merupakan dan meresahkan masyarakat.   
Sedangkan dalam hukum pidana Islam tujuan utama dalam penjatuhan 
sanksi pidana dalam syariat Islam adalah sebagai berikut. 
1. Pencegahan  
Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang telah melakukan 
jarimah agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tidak 
melakukan terus-menerus perbuatannya tersebut. Disamping mencegah pelaku 
jarimah, pencegahan juga berfungsi untuk mencegah orang lain selain  pelaku 
agar tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sehingga menjadi peringatan bagi 
yang lain untuk tidak melakukan jarimah sebab mereka juga akan mendapatkan 
sanksi serupa. Dengan demikian kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu 
menahan orang yang berbuat itu sendiri agar tidak mengulangi perbuatannya dan 
menahan orang lain untuk tidak melakukan perbuatan serupa serta menjauhkan 
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diri dari lingkungan jarimah. Oleh karena perbuatan-perbuatan yang diancam 
hukuman adakalanya melanggar aturan syara’ atau meninggalkan kewajiban, 
maka arti pencegahan pada keduanya tentu berbeda.  
Pencegahan pada keadaan pertama berarti larangan untuk tidak 
melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syara’. Sedangkan pencegahan 
yang kedua adalah menghentikan pelaku agar tidak melalaikan kewajibannya 
sehingga dengan adanya hukuman dia bisa menjalankan kewajibannya, 
contohnya orang yang meninggalkan shalat atau mengeluarkan zakat. 
Dikarenakan tujuan hukuman adalah pencegahan maka besarnya hukuman harus 
sesuai dan cukup mampu mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau 
lebih dari batas yang diperlukan, dengan demikian maka terdapat prinsip 
keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Jika keadaannya demikian maka 
hukuman terutama hukuman ta’zir dapat berbeda-beda sesuai dengan perbedaan 
pelakunya, sebab diantara pelaku ada yang hanya diberi peringatan, ada juga 
yang cukup diberi beberapa cambukan saja, bahkan ada yang perlu dimasukkan 
dalam penjara dengan waktu yang tidak terbatas jumlahnya atau bahkan lebih 
berat dari itu seperti hukuaman mati. 
Berdasarkan penjelasan diatas maka jelaslah tujuan hukuman untuk 
menjaga kepentingan masyarakat, sebab dengan tercegahnya pelaku dari 
perbuatan jarimah maka masyarakat akan tenang, aman, tenteram, dan damai.  
2. Perbaikan dan pendidikan  
Tujuan hukuman yang kedua adalah mendidik pelaku jarimah agar ia 
menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Islam sangat 
memperhatikan terhadap diri pelaku jarimah, dengan dijatuhkannya sanksi atau 




jarimah bukan karena takut hukuman akan tetapi karena kesadaran diri dan 
kebencian terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat ridha dari Allah swt.  
Kesadaran yang demikian sungguh menjadi senjata yang paling baik 
untuk memberantas jarimah, karena seseorang sebelum melakukan jarimah akan 
berfikir bahwa  Tuhan tentu mengetahui perbuatannya dan akan mendapat 
hukuman, baik diketahui orang lain ataupun tidak. Demikian juga jika ia dapat 
ditangkap oleh penguasa negara kemudian dijatuhi hukuman didunia, atau ia 
dapat lolos dari hukuman dunia, namun ia tidak dapat meloloskan diri dari 
hukuman akhirat.  
Disamping kebaikan pribadi pelaku, syariat Islam dalam menjatuhkan 
sanksi atau hukuman juga bertujuan untuk membentuk masyarakat yang baik 
diliputi rasa saling menghormati dan mencintai sesama para anggotanya dengan 
mengetahui batas-batas kewajibannya. Pada hakikatnya, suatu jarimah adalah 
perbuatan yang tidak disenangi dan menginjak-injak keadilan serta 
membangkitkan kemarahan masyarakat terhadap pembuatnya,  disamping 
menimbulkan rasa iba dan kasih sayang terhadap korbannya. Hukuman atas diri 
pelaku merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat 
terhadap perbuatan pelaku yang telah melanggar kehormatannya sekaligus juga 
merupakan upaya menenangkan hati korban. Dengan demikian, hukuman itu 
dimaksudkan untuk memberikan rasa derita yang harus dialami oleh pelaku 
sebagai imbalan atas perbuatannya dan sebagai sarana untuk menyucikan diri. 




Maksud pokok hukuman dalam Islam adalah memelihara dan 
menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang 
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mafsadah. Dengan demikian hukuman yang baik adalah hukuman yang mampu 
memenuhi ketentuan sebagai berikut: 
a. Mampu mencegah seseorang dari perbuatan maksiat (preventif) dan 
mampu menjerakan setelah terjadinya perbuatan (preventif). 
b. Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman disesuaikan dengan kebutuhan 
kemaslahatan masyarakat. 
c. Memberikan hukuman bukanlah untuk membalas dendam namun untuk 
kemaslahatan. 
d. Hukuman merupakan upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak 
jatuh dalam suatu maksiat. Karena seseorang akan terjaga dari perbuatan 
maksiat apabila memiliki iman yang kokoh, berakhlak mulia dan dengan 




D. Jenis-Jenis Sanksi Pidana 
Berdasarkan ketentuan di dalam pasal 6 undang-undang nomor 1 tahun 
1964 yang kemudian diubah menjadi kitab undang-undang hukum pidana mulai 
diberlakukan di Indonesia berdasarkan koninklijk besluit atau putusan kerajaan 
tanggal 15 oktober 1915 nomor 33, staatsblad tahun 1915 nomor 732 jo. 
Staatsblad tahun 1917 nomor 497 dan nomor 645 mulai tanggal 1 januari 1918. 
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Menurut ketentuan di dalam pasal 10 kitab undang-undang hukum pidana, 
pidana pokok itu terdiri atas: 
1. Pidana mati 
2. Pidana penjara 
3. Pidana kurungan, dan 
4. Pidana denda 
Adapun pidana tambahan dapat berupa: 
1. Pencabutan dari hak-hak tertentu, 
2. Penyitaan dari benda-benda tertentu, dan 
3. Pengumuman dari putusan hakim 
Kemudian dengan undang-undang tanggal 31 oktober nomor 20, berita 
republik Indonesia II nomor 24, hukum pidana Indonesia telah mendapatkan satu 
macam pidana pokok yaitu pidana tambahan.
34
 
Pertama, pidana mati. Pidana mati adalah salah satu jenis pidana yang 
paling tua. Pidana mati juga merupakan bentuk pidana yang paling menarik 
dikaji oleh para ahli karena memiliki nilai kontradiksi atau pertentangan  yang 
tinggi antara yang setuju dan tidak setuju. Beberapa Negara telah menghapus 
pidana mati seperti Brazil tahun 1979, Jerman tahun 1949, Kolumbia tahun 1919, 
Kosta Rika tahun 1882, Denmark tahun 1978, Dominika tahun 1924, Ekuador 
tahun 1897, Fiji tahun 1979, Firlandia tahun 1972, Honduras tahun 1965, 
Luvemburg tahun 1979, Norwegia tahun 1979, Australia tahun 1968, Portugal 
tahun 1977, Uruguay tahun 1907, Venezuela tahun 1863, Eslandia tahun 1928, 
Swedia tahun 1973 dan Swiss tahun 1973,
35
 di Indonesia banyak delik yang 
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diancamkan dengan pidana mati paling tidak delik yang diancamkan dengan 
pidana mati di dalam KUHP ada 9 buah yaitu: 
1. Pasal 104 KUHP (maker terhadap presiden dan wakil presiden) 
2. Pasal 111 ayat (2) KUHP (membujuk Negara asing untuk bermusuhan atau 
berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau berperang) 
3. Pasal 124 ayat (1) KUHP (membantu musuh waktu perang) 
4. Pasal 124 bis KUHP (menyebabkan atau memudahkan atau menganjurkan 
huru-hara) 
5. Pasal 140 ayat (3) KUHP (maker terhadap raja atau presiden atau kepala 
Negara sahabat yang direncanakan atau berakibat maut) 
6. Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana) 
7.  Pasal 365 ayat (4) KUHP (pencurian dengan kekerasan yang 
mengakibatkan luka berat atau mati) 
8. Pasal 444 KUHP (pembajakan di laut, di pesisir dan di sungai yang 
mengakibatkan kematian) 
9. Pasal 479 k ayat (2) dan pasal 479 o ayat (2) KUHP (kejahatan 
penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan).
36
 
Kedua pidana penjara adalah berupa pembatasan kebebasan bergerak dari 
seorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut di dalam 
sebuah lembaga pemasayarakatan (LP) yang menyebabkan orang tersebut harus 
mentaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar.
37
 
Ketiga, pidana kurungan. Pidana kurungan mempunyai dua tujuan yaitu 
sebagai custodia untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu 
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delik-delik culpa dan beberapa delik dolus seperti  pasal 182 KUHP tentang 
perkelahian satu lawan satu  dan pasal 396 KUHP tentang pailit sederhana kedua 
pasal tersebut diancam dengan pidana penjara. Kedua, sebagai custodia simplex, 
yaitu suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.
38
 
Pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara dalam hal 
penentuan masa hukuman kepada seseorang. Hal ini sesuai dengan stelsel pidana 
dalam pasal 10 KUHP, dimana pidana kurungan menempati urutan ketiga 
dibawah pidana mati dan pidana penjara. 
Sedangkan dalam hukum pidana Islam dapat dibagi kepada beberapa 
bagian dengan meninjau dari beberapa segi. Dalam hal ini ada lima 
penggolongan.  
1. Di tinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang 




a. Hukuman pokok (‘Uqubah Ashliyah), yaitu hukuman yang ditetapkan 
untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman asli, seperti hukuman 
qisas untuk jarimah pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk jarimah 
zina, atau hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian. 
b. Hukuman pengganti (‘Uqubah Badaliyah), yaitu hukuman yang 
menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat 
dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman diyat (denda) 
sebagai pengganti hukuman qisas, atau hukuman ta’zir sebagai hukuman 
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had atau hukuman qisas yang tidak bisa dijalankan. Sebenarnya hukuman 
diyat itu sendiri adalah hukuman pokok, yaitu hukuman untuk pembunuhan 
semi sengaja, akan tetapi menjadi pengganti pula bagi hukuman qisas 
dalam pembunuhan sengaja. Demikian pula hukuman ta’zir juga merupakan 
hukuman pokok untuk jarimah-jarimah ta’zir, tetapi sekaligus juga menjadi 
hukuman pengganti untuk jarimah hudud atau qisas dan diyat yang tidak 
bisa dilaksanakan karena ada alasan-alasan tertentu. 
c. Hukuman tambahan (‘Uqubah Taba’iah), yaitu hukuman yang mengikuti 
hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri seperti 
larangan menerima warisan bagi orang yang membunuh keluarga, sebagai 
tambahan untuk hukuman qisas atau diyat, atau hukuman pencabutan hak 
untuk menjadi saksi bagi orang yang melakukan qadzaf (menuduh orang 
lain berbuat zina), disamping hukuman pokoknya yaitu jilid (dera) delapan 
puluh kali. 
d. Hukuman pelengkap (‘Uqubah Takmiliyah), yaitu hukuman yang 
mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri 
dari hakim dan syarat inilah yang membedakannya dengan hukuman 
tambahan. Contohnya seperti menggalungkan tangan pencuri yang telah 
dipotong dilehernya. 
2. Ditinjau dari kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya 
hukuman maka hukuman dapat dibagi menjadi dua bagian.
40
 
a. Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi 
atau batas terendah, seperti hukuman jilid (dera) sebagai hukuman had 
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(delapan puluh kali atau seratus kali). Dalam hukuman jenis ini, hakim 
tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut. 
b. Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas 
terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk 
memilih hukuman sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman 
penjara atau jilid pada jarimah-jarimah ta’zir. 
3. Ditinjau dari segi besarnya hukuman yang telah ditentukan, yaitu: 
a. Hukuman yang telah ditentukan macam dan besarnya, dimana hakim harus 
melaksanakan tanpa dikurangi atau ditambah, atau dganti dengan hukuman 
lain. Hukuman ini disebut ‚hukuman keharusan‛ (‘Uqubah Lazimah).  
b. Hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk dipilihya dari sekumpulan 
hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syara’ agar bisa disesuaikan 
dengan keadaan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini disebut ‚Hukuman 
Mukhayyarah). 
4. Hukuman ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman maka hukuman 
dapat dibagi 3, yaitu:
41
 
a. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dijatuhkan atas badan seperti 
hukuman mati, dera, penjara dan sebagainya. 
b. Hukuman jiwa, yaitu dikenakan atas jiwa seseorang, bukan badannya 
seperti ancaman, peringatan dan teguran. 
c. Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang, 
seperti diyat, denda dan perampasan harta. 
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5. Ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancamkan hukuman, hukuman 
dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu sebagai berikut. 
a. Hukuman hudud, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah 
hudud. 
b. Hukuman qisas dan diyat, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-
jarimah qisas dan diyat. 
c. Hukuman kifarat, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian jarimah 
qisas dan diyat dan beberapa jarimah ta’zir. 
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Perbuatan Pidana Bagi Anak di Bawah Umur  
dan Upaya Penanggulanganya 
A. Perbuatan Pidana Bagi Anak 
Secara umum, perbuatan-perbuatan anak yang secara yuridis 
dikategorikan melawan hukum dapat diidentifikasi dari rumusan pengertian 
tentang kenakalan anak. Dalam Undang-undang Peradilan Anak Pasal 1 ayat (2) 
menggunakan istilah anak nakal, sedang pengertian anak adalah anak yang 
melakukan tindak pidana atas anak yang  menurut peraturan baik perundang-
undangan maupun menurut peraturan hukum lain menyimpang dari aturan yang 




Pemaparan tersebut melahirkan kesimpulan bahwa unsur dari perbuatan 
atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah: 
a. Perbuatan dilakukan oleh anak-anak 
b. Perbuatan itu melanggar aturan atau norma 
c. Perbuatan itu merugikan bagi perkembangan si anak tersebut. 
Ketiga unsur di atas harus dipenuhi untuk dapat diklasifikasikan sebagai 
suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak.  
 Bentuk-bentuk kenakalan anak yang didasarkan pada berbagai pengertian 
tentang kenakalan anak yang dikemukakan oleh para pakar, misalnya oleh 
Moedikdo, setidaknya terdapat tiga kategori perbuatan yang masuk dalam 
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1. Semua perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa sementara 
perbuatan itu menurut ketentuan hukum normatif adalah perbuatan 
pidana, seperti mencuri, menganiaya dan lain sebagainya. 
2. Semua perbuatan atau perilaku yang menyimpang dari norma tertentu 
atau kelompok tertentu yang dapat menimbulkan kemarahan dalam 
masyarakat. 
3. Semua aktifitas yang pada dasarnya membutuhkan perlindungan 
sosial, semisal gelandangan, mengemis dan lain sebagainya. 
Sementara bila ditinjau dari sudut pandang normatif, yaitu berdasarkan 
ketentuan-ketentuan hukum pidana positif, maka bentuk-bentuk kenakalan anak 
dapat disebutkan sebagai berikut: 
1. Kejahatan-kejahatan kekerasan berupa pembunuhan dan 
penganiayaan. 




6. Meminum minuman keras 
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Keseluruhan bentuk kenakalan anak baik yang diklasifikasikan 
berdasarkan definisi maupun berdasarkan rujukan normatif (ketentuan hukum 
pidana) tersebut selanjutnya dapat dibagi dalam 4 jenis, yaitu: 
1. kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain seperti   
perkelahian, perkosaan, begal, pembunuhan dan sebagainya. 
2. kenakalan yang menimbulkan korban materi, seperti perusakan, 
pencurian, pencopetan dan sebagainya. 
3. kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban pihak orang lain, 
seperti pelacuran dan penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) 
4. kenakalan yang melawan status, seperti mengingkari status anak 
sebagai pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orang tua 
dengan cara minggat dari rumah atau tidak taat atau membantah 
perintah dan sebagainya. 
 Berbicara tentang kenakalan anak, maka perlu diambil sebuah kesimpulan 
definisi tentang anak. Sebab beberapa undang-undang mempunyai pengertian 
yang berbeda terkait tentang anak. Tidak adanya keseragaman mengenai definisi 
anak dalam ketentuan hukum. Oleh karena itu pengertian anak secara nasional 





 Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak 




Untuk mengetahui pengertian anak, dapat diperoleh dari beberapa 
ketentuan yang berkaitan dengan anak, yaitu: 
1. Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 
Konvensi hak anak (KHA) pasal 1 menyebutkan bahwa anak berarti 
setiap manusia yang berusia dibawah 17 (tujuh belas) tahun, kecuali berdasarkan 
undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai 
lebih awal. 
Menurut konvensi hak anak yang dimaksud dengan anak adalah manusia 
yang umumnya belum mencapai 18 tahun, namun pasal ini juga mengakui 
kemungkinan adannya perbedaan atau variasi dalam penentuan batas usia anak 
kedewasaan di dalam perundang-undangan nasional dari tiap-tiap Negara peserta 
yang menandatangani konvensi ini.
4
 
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia 
Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak azasi manusia pada 
pasal 1 bagian 5 berbunyi: “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 
tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila 
hal tersebut demi kepentingannya. 
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Menurut undang-undang ini yang dimaksud dengan anak adalah yang 
berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah bahkan yang masih dalam 
kandungan pun termasuk di dalamnya.
5
 
3. KUHPerdata (pasal 330) 
Kitab undang-undang hukum perdata pasal 330 secara tersirat 
menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan belum dewasa adalah mereka yang 
belum mencapai genap umur 21 tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. 
Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur  mereka genap 21 tahun, maka 
mereka tidak kembali lagi kedalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang 
belum dewasa dan tidak berada di bawah perwalian, di bawah kekuasaan orang 
tua atas dasar dengan cara sebagaimana diatur pada bagian ketiga, keempat, 
kelima dan keenam. 
Untuk menghilangkan keraguan yang timbul tentang apa yang dimaksud 
dengan anak di bawah umur, pemerintah mencabut ordonansi 21 desember 1917 
L.N 1917-738 an menentukan sebagai berikut: apabila peraturan undang-undang 
memakai istilah belum dewasa maka sekedar mengenal bangsa Indonesia dengan 
istilah itu, yang dimaksudkan ialah segala orang yang belum mencapai umur 
genap 21 tahun dan tidak menikah lebih dahulu. Apabila perkawinan itu 
dibubarkan sebelum umur 21 tahun maka tidaklah mereka kembali lagi dalam 
istilah belum dewasa. Dalam perkawinan tidaklah termasuk perkawinan anak-
anak. Undang-undang tersebut tidak dapat dijadikan tolak ukur sebagai batas 
usia pertanggungjawaban pidana anak, sebab anak yang telah berusia 20 tahun 
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telah dapat menilai akan perbuatan yang dilakukannya. Usia tersebut sudah dapat 
dikatan dewasa secara sosiologis dan psikologis. 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 6 ayat (2) 
berbunyi: “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 
tahun harus mendapat izin kedua orang tua” pasal 47 ayat (1) menyatakan 
bahwa: “anak yang belum dewasa mencapai umur 18 tahun atau belum pernah 
melakukan pernikahan dibawah kekuasaan orang tuanya hanya selama mereka 
tidak dicabut kekuasaan orang tuanya”. 
Pasal 50 ayat (1) berbunyi: “anak adalah yang belum mencapai 18 tahun 
atau belum pernah kawin, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, 
berada di bawah kekuasaan wali”. Dari pasal-pasal dalam undang-undang nomor 
1 tahun 1974 di atas dapat disimpulkan bahwa dalam undang-undang ini 
ditentukan batas belum dewasa anak bagi pria 19 tahun ke bawah dan wanita 16 
tahun akan tetapi apabila ingin melangsungkan pernikahan apabila belum 
mencapai 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua.
6
 
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak 
Dalam undang-undang nomor 4 tahun 1979 pasal 1 ayat (92) secara jelas 
dinyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun 
dan belum pernah kawin”. Oleh sebab itu seseorang yang umurnya belum 
mencapai 21 tahun tetapi sudah kawin maka menurut undang-undang nomor 4 
tahun 1979 pasal 1 ayat 92 tersebut sudah dikategorikan dewasa. 
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6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilu 
Pasal 28 undang-undang nomor 3 tahun 1999 tentang pemilu berbunyi 
“warga Negara republik Indonesia yang selanjutnya disebut warga Negara yang 
pada waktu pemungutan suara untuk pemilihan umum sudah berumur 17 tahun 
atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih”. 
Berdasarkan undang-undang di atas bahwa anak adalah seseorang yang 
belum mencapai umur 17 tahun, sedangkan umur 17 tahun ke atas sudah 
dianggap dewasa karena sudah mampu mempertanggungjawabkan  perbuatannya. 
Dalam usia 17 tahun ini system hukum Indonesia melihat bahwa mereka sudah 
matang dan dewasa dalam berpikir serta dalam mempertanggung-jawabkan 
keputusan menyangkut politik kenegaraan.
7
 
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak 
Pasal 1 ayat (1) berbunyi: “anak adalah orang yang dalam perkara anak 
nakal telah mencapai umur 8 tahun sampai 17 tahun dan belum pernah kawin”. 
Selanjutnya pasal 4 ayat (1) dinyatakan: “batas umur anak nakal yang dapat 
diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangya 8 tahun tetapi belum 
mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin”. Batas umur 8 tahun bagi 
anak untuk dapat diajukan ke sidang anak didsarkan pada beberapa pertimbangan 
sosiologis, psikologis dan pedagogis, bahwa anak yang belum mencapai umur 8 
tahun dianggap belum dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya.
8
 Pada 
undang-undang tersebut diatas memberikan batasan bahwa seorang anak 
delikuen yang telah mencapai usia 8 tahun sudah layak untuk diproses ke 
pengadilan, tapi di sisi lain bahwa anak yang berusia 8 tahun pada dasarnya 
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belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena belum dianggap 
mukallaf atau cakap hukum. Secara psikologis seorang anak yang belum baligh 
diproses di pengadilan pada dasarnya telah mengganggu kejiwaannya. 
Selayaknya anak yang masih belum baligh hendaknya diselesaikan secara 
mediasi dengan keluarga korban tanpa harus diproses secara hukum di dalam 
pengadilan. 
8. Hukum Adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 
Menurut hukum adat Indonesia bahwa batasab umur untuk disebut anak 
bersifat pluralistis. Dalam artian kriteria untuk menyebut bahwa seseorang tidak 
lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya. Ada yang 
menyebutnya “telah kuat gawe”, “akil baligh”, “meneg bajang” dan sebagainya. 
Sedangkan menurut yurisprudensi mahkamah agung yang berorientasi kepada 




9. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
Menurut ketentuan pasal 45 KUHP maka yang disebut anak adalah yang 
berumur di bawah 16 (enam belas) tahun.
10
 Terhadap hal ini baik secara teoritik 
dan praktik maka apabila anak melakukan tindak pidana, hakim dapat 
menentukan anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau 
pemeliharaannya tanpa penjatuhan pidana, diserahkan kepada pemerintah tanpa 
pidana sebagai anak Negara atau juga dapat dijatuhi pidana akan tetapi ketentuan 
pasal 45, 46, dan 47 berdasarkan ketentuan pasal 47 UU No 3 tahun 1997 
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dinyatakan tidak berlaku lagi. Sedangkan apabila ditinjau batasan anak dalam 
KUHP sebagai korban kejahatan sebagaimana Bab XIV pasal 287, 290, 292, 294 
dan 295 KUHP adalah berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun. 
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 yang dimaksund dengan anak 
adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam 
kandungan. 
Sedangkan dalam bahasa Arab istilah anak disebut “walad”.11 Hukum 
Islam telah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang 
manusia yang telah mencapai umur tujuh tahun dan belum baligh, sedang 
menurut kesepakatan para ulama, manusia dianggap baligh apabila mereka telah 
mencapai usia 15 tahun.
12
 Kata baligh berasal dari fi’il ma>di balagha, yablughu, 
bulu>ghan yang berarti sampai, menyampaikan, mendapat, baligh, masak.13 
Pendapat para ahli fiqh mengenai kedudukan anak berbeda-beda menurut 
masa yang dilaluinya, yaitu: 
a. Masa tidak adanya kemampuan berpikir. Masa ini dimulai sejak lahir 
sampai usia 7 tahun, perbuatan pidana yang dilakukannya tidak dikenai 
hukuman. 
b. Masa kemampuan berpikir lemah. Masa ini dimulai sejak anak berusia 7 
tahun sampai usia 15 tahun. Pada masa tersebut mereka dijatuhi 
pengajaran. Pengajaran ini meskipun sebenarnya hukuman namun tetap 
dianggap sebagai hukuman mendidik bukan hukuman pidana. 
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c. Masa kemampuan berpikir penuh. Masa ini dimulai sejak anak mencapai 
usia kecerdasan yang pada umumnya telah mencapai usia 15 tahun atau 18 
tahun. Pada masa ini telah dikenakan pertanggungjawaban pidana atas 
tindak pidana yang dilakukan.
14
  
Adapun menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan batas anak adalah 
apabila ia telah bermimpi dengan kata lain sudah baligh. Salah satu tanda baligh 
itu adalah telah sampai umur 15 tahun. 
Menurut Abdul Qadir Audah anak di bawah umur dapat ditentukan bahwa 
laki-laki itu belum keluar sperma dan bagi perempuan belum haid, ikhtilam dan 
belum pernah hamil.
15
 Menurut jumhur fuqaha berpendapat bahwa kedudukan 
anak laki-laki dan anak perempuan sama yakni tentang kedewasaannya yaitu 
keluarnya sperma dan telah haid serta terlihatnya kecerdasan.
16
  
Definisi anak dalam hukum Islam sangat berbeda dengan yang ditetapkan 
perundang-undangan. Dalam hukum Islam menentukan seseorang masih anak-
anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak. Hal ini karena masing-masing anak 
berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan. Hukum Islam menentukan 
definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang  apakah seseorang itu sudah 
dewasa atau belum. Artinya, seseorang dinyatakan sebagai anak apabila anak 
tersebut belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa 
sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam.
17
 
Berdasarkan uraian diatas maka disimpulkan bahwa definisi anak adalah 
seorang yang dilahirkan karena perkawinan antar seorang laki-laki dan seorang 
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perempuan meskipun belum melakukan pernikahan dan belum baligh atau belum 
mencapai umur 15 tahun berdasarkan pendapat para fuqaha. 
B. Bentuk-Bentuk Perbuatan Anak Yang Melanggar Hukum 
Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa perbuatan yang 
melanggar hukum atau biasa disebut tindak pidana adalah semua bentuk 
perbuatan baik yang telah memenuhi rumusan pasal-pasal dalam KUHP buku II 
maupun di luar KUHP tetapi diancam dengan pidana. 
Beberapa contoh tindak pidana kejahatan yang sering dilakukan oleh anak 
berdasarkan pasal dan ancaman sanksinya berdasarkan fenomena yang terjadi:
18
 
1. Melakukan Kekerasan (pasal 170 KUHP) 
Dimaksudkan dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga misalnya 
memukul dengan tangan, berbagai macam senjata, kekerasan yang dilakukan 
biasanya merusak barang, penganiayaan yang dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua 
orang atau lebih, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan. 
Seperti pada kasus pembunuhan yang terjadi di Bekasi pada tanggal 14 Mei 
2014 Bb (16) bersama seorang temannya yang juga berusia remaja membunuh seorang 
remaja berusia 14 tahun, yang belum diketahui identitasnya di Babelan, Bekasi, Jawa 
Barat. Setelah menjerat lehernya, korban bersama sepeda motornya dibawa ke Rorotan, 
Cilincing, Jakarta Utara. Saat hendak membuang mayat korban, aksi pelaku diketahui 
warga. Akibatnya Bb dikeroyok massa, sementara kawannya berhasil kabur.  
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Berbeda dengan fiqih jinayah, melakukan kekerasan seperti memukul, 
menganiaya jika dilakukan dengan sengaja maka sanksinya adalah qishas yaitu 
sanksinya serupa. Seperti dalam firman Allah Q.S. al-Maidah/5:45. 
                          
                         
                         
Terjemahnya:  
dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya 
jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, 
telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. 
barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu 
(menjadi) penebus dosa baginya. barangsiapa tidak memutuskan perkara 




Ayat ini menjelaskan bahwa kejahatan yang dilakukan seperti 
menganiaya dengan sengaja maka sanksinya pun serupa. Apabila akibat yang 
ditimbulkan dari penganiayaan itu membuat korban cacat pada bagian tubuhnya 
seperti mata, tangan dan lain-lain maka sanksinya pun serupa kecuali jika 
mendapat pengampunan dari pihak keluarganya maka qishas diganti dengan 
diyat. Tindakan kekerasan seperti banyak terjadi bahkan pelakunya pun anak 
yang masih tergolong dibawah umur.  
2. Pembunuhan Biasa (pasal 338 KUHP) 
Berdasarkan ketentuan pasal 338 bahwa untuk dikategorikan sebagai 
pembunuhan biasa, dan untuk dapat dituntut melakukannya harus memenuhi 
beberapa unsur yaitu: (1) pembunuhan itu harus disengaja dan kesengajaan harus 
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timbul seketika, ditujukan kepada maksud supaya orang itu mati; (2) 
pembunuhan itu harus merupakan perbuatan yang positif walau dengan 
perbuatan kecil sekalipun; dan (3) perbuatan itu harus menyebabkan matinya 
orang, baik seketika maupun beberapa saat setelah dilakukannya perbuatan itu. 
Harus ada hubungan antara perbuatan yang dilakukan dengan kematian orang 
tersebut. Barang siapa melanggar pasal ini dihukum dengan hukuman penjara 
paling lama 15 tahun. 
Contoh kasus pembunuhan biasa yang terjadi pada tanggal 10 Mei 2014. 
Yakobus Yunusa alias Bush (14) tewas dibacok dengan clurit oleh MF alias Al (14) di 
Ciracas, Jakarta. Timur, dengan luka menganga di dada dan pinggang kiri. Siswa kelas I 
SMP itu dibunuh temannya karena sering mengejek.   
Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dalam fiqih jinayah maka 
sanksinya adalah qishas. Seseorang yang telah mencabut nyawa orang lain 
dengan sengaja Allah telah memandatkan untuk dicabut nyawanya juga sebagai 
konsekuensi dari perbuatannya. Hal ini telah disebutkan dalam firman Allah Q.S. 
al-Baqarah/2: 178. 
                                 
                             
                       
    
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan 
dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, 
hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang 
mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) 
mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) 
membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). 




rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya 
siksa yang sangat pedih.
20
 
Ayat ini menjelaskan bahwa seseorang yang telah membunuh orang lain 
dengan sengaja maka sanksinya adalah qishas, akan tetapi apabila keluarga 
korban memaafkan pelaku maka baginya membayar diat atau denda. 
Dalam fiqih jinayah pembunuhan sengaja memiliki beberapa sanksi, 
yaitu: hukuman pokok, hukuman pengganti dan hukuman tambahan. Hukuman 
pokok bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah qishas. Jika pelaku mendapat 
maaf dari keluarga korban maka sanksinya adalah diyat. Dan apabila sanksi 
qishas dan diyat dimaafkan oleh keluarga korban maka hukuman penggantinya 
adalah ta’zir.
21
 Ada 3 jenis pembunuhan dalam fiqih jinayah yaitu; pertama, 
pembunuhan karena sengaja seperti yang telah dijelaskan diatas, kedua 
pembunuhan semi sengaja dan ketiga, pembunuhan karena kesalahan. 
Adapun pembunuhan semi sengaja dalam fiqih jinayah mempunyai 3 
unsur yaitu: 
1. Pelaku melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian, 
2. Ada maksud penganiayaan atau permusuhan, 
3. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian 
korban. 
Perbuatan yang menyebabkan kematian itu tidak ditentukan bentuknya, 
dapat berupa pemukulan, pelukaan, penusukan dan sebagainya. Disyaratkan 
korban adalah orang yang terpelihara darahnya. 
Terhadap pembunuhan semi sengaja, diterapkan prinsip-prinsip hukum 
dalam pembunuhan sengaja, seperti perbuatan langsung dan tidak langsung 
(sebab dan syarat) dan segala pertanggungjawabannya. Dalam hal unsur kedua, 
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persyaratan kesengajaan pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan 
dengan tidak niat membunuh korban adalah salah satunya perbedaan antara 
pembunuhan sengaja dengan semi sengaja. Dalam pembunuhan sengaja si pelaku 
memang sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian, sedangkan 
dalam pembunuhan semi sengaja pelaku tidak bermaksud melakukan 
pembunuhan sekalipun ia melakukan penganiayaan.
22
  Sehubungan dengan unsur 
ketiga, diisyaratkan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan 
penganiayaan, yaitu penganiayaan itu menyebabkan kematian korban secara 
langsung atau merupakan sebab yang membawa kematiannya. Jadi, tidak 
dibedakan antara kematian korban itu seketika dengan kematian yang tidak 
terjadi seketika. Apabila tidak ada hubungan dengan sebab akibat antara 
perbuatan dengan kematian, maka pelaku hanya bertanggung jawab atas 
pelukaan atau penganiayaa lainnya.
23
 
Adapun hukuman pokok untuk pembunuhan semi sengaja adalah diyat 
dan kaffarat, sedangkan hukuman penggantinya adalah puasa dan ta’zir, 
sedangkan hukuman tambahannya adalah terhalangnya menerima warisan dan 
wasiat. Adapaun dasar bahwa diyat sebagai hukuman pokok adalah hadis:  
تيل السوط و العصي واحلجر مائة من اإلبلأال أّن يف قتيل العمد اخلطأ ق  
Artinya: 
Ketahuilah bahwa pada pembunuhan sengaja yang tersalah yaitu 
oembunuhan dengan cambuk, tongkat dan batu wajib diyat seratus ekor 
unta (HR. Ahmad dan Abu Dawud dari Abdullah bin Amr). 
Adapun jenis-jenis diyat pembunuhan semi sengaja sama dengan diyat 
dalam pembunuhan sengaja, yaitu menurut Imam Syafi’i adalah unta, menurut 
Imam Abu Hanifah dan Imam Malik adalah unta, emas dan perak. 
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Waktu pembayaran diyat pembunuhan semi sengaja adalah tiga tahun 
sejak meninggalnya korban menurut Imam Syafi’i dan Imam Ahmad. Sedangkan 
menurut Imam Abu Hanifah adalah mulai dijatuhkan vonis atas pembunuh.  
Kaffarah merupakan hukuman pokok dalam pembunuhan semi sengaja 
dengan ketentuan sama dengan pembunuhan sengaja. Demikian pula hukuman 
pengganti dan hukuman tambahan. 
Sedangkan pembunuhan karena kesalahan juga memiliki 3 unsur yaitu: 
1. Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian 
2. Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan  
3. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan 
kematian korban 
Perbuatan yang menyebabkan kematian itu diisyaratkan tidak dengan 
sengaja dilakukan oleh pelaku atau karena kelalaiannya. Contoh seperti 
melempar batu ke jalan dan mengenai orang lain kemudian meninggal, atau 
seorang militer sedang latihan menembak akan tetapi pelurunya mengenai orang 
lain dan akhirnya orang itu meninggal seketika. 
Hukuman bagi seseorang yang melakukan pembunuhan karena kesalahan 
adalah diyat dan kafarah. Hukuman penggantinya adalah puasa dan ta’zir dan 
hukuman tambahannya adalah hilangnya hak waris dan hak mendapat wasiat.
24
 
Pembayaran diyat kepada ahli waris terbunuh dapat diangsur selama tiga tahun. 
Dasar hukum tentang diyat bagi pembunuhan karena kesalahan sesuai dengan 
firman Allah Q.S. al-Nisa/4 :92. 
                            
                        
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                  
                       
                         
   
Terjemahnya: 
Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang 
lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh 
seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang 
hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada 
keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) 
bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian 
(damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) 
membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta 
memerdekakan hamba sahaya yang beriman. barangsiapa yang tidak 
memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan 
berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah 
maha mengetahui lagi maha bijaksana.
25
 
Kebolehan mengangsur diyat selama tiga tahun disebutkan dalam hadis 
yang meriwayatkan dari Umar, Ali, dan Ibnu Abbas, bahwa mereka memutuskan 
demikian pada masanya dan tidak ada seorang pun dari sahabat lain yang 
mengingkari, ketetapan ini sudah menjadi ijma’. Mereka tidak berpandangan 
demikian kecuali dari ajaran rasulullah, bahkan Imam Syafi’i berkomentar, saya 
belum menemukan pendapat yang mengingkari bahwa rasulullah saw 
memutuskan diyat terhadap keluarga pembunuh selama tiga tahun. Imam 




3. Penganiayaan (pasal 352 KUHP) 
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Pada pasal 351 disebutkan: (1) (penganiayaan dihukum dengan penjara 
paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak Rp. 4500; (2) jika 
perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara paling lama 5 
tahun; (3) jika perbuatan itu menjadikan matinya orang, dia dihukum penjara 
paling lama tujuh tahun; (4) dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan 
orang dengan sengaja; dan (5) percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat 
dihukum. 
Menurut pasal 351 KUHP, bahwa setiap perbuatan penganiayaan itu 
harus terdapat unsur kesengajaan di dalamnya, yaitu adanya maksud dari pelaku 
untuk melukai, menyebabkan sakit bagi korban sebagai tujuan kesengajaan yang 
menyebabkan perasaan tidak enak. 
4. Mengakibatkan Orang Mati atau Luka (Pasal 359 KUHP) 
Yang dimaksud dengan matinya seseorang atau luka adalah matinya 
seseorang bukan sebagai maksud akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan 
akibat dari kurang hati-hati atau lalainya seseorang, dihukum penjara selama-
lamanya satu tahun atau kurungan selama-lamanya sembilan bulan. 
Pasal 352 tentang penganiayaan dan pasal 359 dalam fiqih jinayah 
dikategorikan kedalam pembunuhan semi sengaja dan sanksinya pun telah 
dijelaskan diatas. 
5. Pencurain Biasa (pasal 362 KUHP) 
Tentang pencurian biasa, unsur yang harus dipenuhi menurut pasal 362, 
yaitu: (1) unsur mengambil yaitu memindahkan atau menggerakkan barang dari 
tempat ia berada ketempat lain; (2) unsur barang yang diambil harus berharga 
baik secara keseluruhan maupun sebahagian serta barang tersebut tidak harus 




melanggar hukum. Maksudnya menjadikan dirinya sebagai pemilik barang yang 
bukan miliknya. Contoh kasus 13 Juni 2014 Dua anggota geng pencuri kendaraan. 
bermotor yang masih di bawah umur, yakni IH (17) dan SS (16) diciduk polisi di Cisauk, 
Tangerang. Sementara ketuanya, Irfan alias Keling (18) terpaksa ditembak kakinya 
karena melawan saat hendak ditangkap. Aksi terakhir yang mereka lakukan terjadi 11 
Juni 2014 malam. Jeri Irawan (20) yang sedang melintas bersama temannya di Jl Raya 
Pasar Jengkol, Tangerang. Mereka pukul hingga jatuh dan diambil sepeda motornya. 
Barang siapa yang melanggar pasal ini yaitu mengambil sesuatu barang 
yang bukan miliknya dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan 
melawan hak, dihukum penjara paling lama 5 tahun. 
Pencurian bila ditinjau dari segi hukumannya dibagi menjadi dua: 
pencurian yang diancamkan dengan hukuman had dan pencurian yang 
diancamkan dengan hukuman ta’zir. 
Pencurian yang diancamkan dengan hukuman had dibagi menjadi dua: 
sariqah shugra> (pencurian kecil/biasa), dan sariqah kubro> (pencurian 
besar/pembegalan). Yang dimaksud dengan pencurian kecil adalah pengambilan 
harta orang lain secara diam-diam, sedangkan pencuria besar adalah pengambilan 
harta orang lain secara terang-terangan atau dengan kekerasan. Pencurian jenis 
kedua ini disebut pula hirabah. 
Perbedaan antara pencurian biasa dengan pencurian hirabah, antara lain, 
bahwa pencurian biasa ada dua syarat yang harus dipenuhi, mengambil harta 
tanpa sepengetahuan pemiliknya dan pengambilannya itu tanpa kerelaan 
pemiliknya. Sedangkan pokok dalam pembegalan adalah terang-terangan atau 
kekerasa yang dipakai, sekalipun tidak mengambil harta.
27
 
                                                          
27




Adapun sanksi hukuman bagi pencuri biasa adalah potong tangan, 
dasarnya adalah seperti firman Allah Q.S. al-Maidah/5:38. 
                            
   
Terjemahnya:  
Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan 
keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai 
siksaan dari Allah dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. 
Ulama berbeda pendapat tentang batas harta yang bisa dikenai sanksi 
potong tangan. Imam Malik mengukur nisab itu dengan emas atau perak. Imam 
al-Syafi’i mengukur nilai sebesar ¼ dinar. Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa 




 ال تقطع اليد إال في دينار أو عشر دراهم
Terjemahnya: 
Tidak ada hukuman potong tangan, kecuali pada pencurian sebesar 1 
dirham atau 10 dirham. (HR. Baihaqi dari ibn Abas). 
Jadi, jika harta yang dicuri tidak mencapai nisab, maka tidak dapat 
dijatuhi hukuman had. Bagi pencurian harta yang bernilai dibawah nisab diancam 
dengan ta’zir. 
Sedangkan saraqha kubra> atau pembegalan (hirabah) maka sanksinya 
adalah potong tangan dan kakinya secara bersilang menurut Imam Abu Hanifah, 
Imam Syafi’i dan Imam Ahmad berbeda sesuai dengan perbuatannya, apabila 
pelaku hanya mengintimidasi, tanpa mengambil harta dengan kekerasan, namun 
tidak sampai membunuh. Bila hanya membunuh tanpa mengambil harta, maka 
sanksinya adalah hukuman mati. Menurut Imam Malik saksi hirabah diserahkan 
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kepada imam untuk memilih salah satu hukuman yang tercantum dalam ayat di 
atas dengan kemaslahatan. Dasar hukum sanksi hirabah adalah sesuai dengan 
firman Allah Q.S>. al-Maidah/5:33. 
                      
                          
                   
Terjemahnya: 
Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah 
dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka 
dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan 
bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang 
demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di 
akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. 
C. Penyebab Terjadinya Kenakalan Anak 
Berbicara tentang pola tingkah laku anak sangat erat kaitannya dengan 
fase-fase atau tahap perkembangan yang merupakan pembabakan rentang 
perjalanan kehidupan individu yang diwarnai ciri-ciri khusus atau pola-pola 
tingkah laku tertentu.   
Masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan melakukan tindakan, 
karena masa anak-anak suatu masa yang sangat rentan dengan berbagai 
keinginan dan harapan untuk mencapai sesuatu ataupun melakukan sesuatu.  
Seorang anak dalam melakukan sesuatu tidak/kurang menilai akibat akhir 
tindakan yang diambilnya, sebagai contoh anak yang suka coret-coret, dinding, 
pagar atau tembok orang dan melempar batu. Perbuatan tersebut secara hukum 
dilarang dan dikenakan sanksi pidana. Anak yang telah melakukan perbuatan 








Kenakalan anak memang diperlukan dalam upaya mencari jati diri. 
Namun, ada batas-batas yang harus dipatuhi, sehingga suatu kenakalan masih 
relevan untuk digunakan sebagai wahana menentukan atau mencari identitas diri 
(self identification). Bila batasan tersebut dilanggar, maka perbuatan tersebut 
masuk dalam ranah hukum pidana.
30
 Banyak pakar mengungkapkan bahwa 
sebab-sebab terjadinya kenakalan anak karena expectation gap atau tidak adanya 
kesesuaian antara cita-cita dengan sarana yang dapat menunjang tercapainya 
cita-cita tersebut.
31
 Adapun faktor-faktor penyebab kenakalan anak adalah 
sebagai berikut:  
1. Faktor keluarga 
Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil, akan tetapi 
merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak dan terutama 
bagi anak yang belum sekolah. Oleh karena itu, keluarga mempunyai peranan 
penting dalam perkembangan anak. Segala perilaku anak tergantung dari didikan 
kedua orang tuanya. Jika seorang anak dalam lingkungan keluarga yang baik 
akan berpengaruh baik terhadap perkembangan anak, sedangkan jika anak dalam 
lingkungan keluarga yang buruk akan merubah perilaku anak menjadi buruk. 
Karena anak sejak lahir dan kemudian mengalami pertumbuhan memang dari 
sebuah keluarga, oleh karena itu sangatlah wajar apabila faktor keluarga sangat 
memengaruhi periku anak termasuk perilaku delinkuen. Dalam sebuah hadis 
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dijelaskan bahwa seorang anak lahir dalam keadaan suci, orang tuanyalah yang 
membuat dia menjadi nasrani, majusi dan yahudi. Ini berarti pendidikan orang 
tua sangat memengaruhi perkembangan mental anak dan juga kepribadian anak. 
Adapun yang menjadi penyebab terjadinya kenakalan disebabkan oleh 
anak yang berada dalam lingkungan keluarga broken home. Broken home sudah 
menjadi penyebab umum yang menyebabkan timbulnya kenakalan anak terutama 
karena perceraian atau perpisahan orang tua yang sangat memengaruhi 
perkekmbangan anak. Dalam broken home pada prinsipnya struktur keluarga 
tersebut tidak lengkap lagi, yang disebabkan adanya hal-hal: 
1) Salah satu dari kedua orang tua atau kedua-keduanya meniggal dunia; 
2) Perceraian orang tua; 
3) Salah satu dari kedua orang tua atau keduanya tidak hadir secara kontinu 
dan tenggang waktu yang cukup lama. 
Anak yang berasal dari keluarga broken home kebanyakan menjadi anak 
nakal, karena kehidupannya sudah kacau dan orang tuanya sudah sulit 
memberikan untuk pengarahan. Seorang anak yang kedua orang tuanya masih 
utuh tetapi karena masing-masing anggota keluarga (ayah dan ibu) mempunyai 
kesibukan masing-masing, sehingga orang tua tidak sempat memberikan 
perhatian kepada anak-anaknya. Dengan keadaan yang demikian sangat 
memperihatinkan kondisi anak sebab mereka membutuhkan cinta, kasih sayang 
dan perhatian dari orang tuanya.  
Anak yang tak memperoleh cinta dan kasih sayang dari orang tuanya akan 
menjadi korban perasaan kehilangan dan rendah diri. Para pelaku kejahatan 
seperti mencuri dan membunuh, dalam banyak kasus, merupakan orang-orang 
yang tak memperoleh cinta dan kasih sayang dari orang tuanya pada masa kecil.
32
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Delinkuensi anak-anak, kenakalan remaja dapat pula terjadi karena 
keadaan ekonomi keluarga, terutama menyangkut keluarga miskin atau kelurga 
yang menderita kekurangan jika dibandingkan dengan kedaan ekonomi penduduk 
pada umumnya. Fenomena ini sering terjadi pada keluarga kelas bawah yang 
tergolong orang yang hanya dapat membiayai hidupnya dalam batas sangat 
minim yang biasa ditandai dengan kerja keras kepala keluarga, bahkan dalam 
keadaan mendesak seluruh anggota keluarga pun ikut mencari nafkah untuk 
mempertahnakan hidupnya. Kondisi keluarga seperti ini biasanya memiliki 
konsekuensi lebih lanjut dan kompleks terhadap anak-anak antara lain: hampir 
setia hari anak terlantar, biaya sekolah anak-anak tidak tercukupi. Akibatnya 




Jika dikaji lebih lanjut tentang peran keluarga yang berkaitan dengan 
kenakalan ana-anak atau remaja (delinkunsi anak-anak) maka dalam hal ini 
dapat kita jumpai adanya beberapa penyebab kenakalan anak atau remaja. 
Salah satu yang menonjol adalah kurangnya didikan agama di dalamnya. 
a. Faktor pendidikan dan sekolah 
Sekolah adalah media atau perantara pembinaan jiwa anak, atau dengan 
kata lain sekolah ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, baik 
pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku. Bertambahnya kenakalan 
anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan 
di sekolah-sekolah. Sekolah merupakan tempat pendidikan kedua bagi anak 
setelah keluarga/rumah tangga.  
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Selama mereka menempuh pendidikan di sekolah, terjadi interaksi antara 
anak dengan sesamanya, juga interaksi antara anak dengan guru. Interaksi yang 
mereka lakukan di sekolah sering menimbulkan akibat samping yang negatif 
terhadap perkembangan mental mereka sehingga menjadi delinkuensi. Hal ini 
dikarenakan, anak-anak yang dimasukkan dalam sekolah tidak semuanya 
berwatak baik, misalnya penghisap ganja cross boys dan cross girl yang 
memberikan kesan kebebasan tanpa kontrol dari semua pihak termasuk 
lingkungan sekolah. Disisi lain, ana-anak yang masuk sekolah berasal dari 
keluarga yang tidak begitu memerhatikan kepentingan anak dalam belajar yang 
kerap kali berpengaruh pada temannya yang lain. Keadaan semacam ini 
menunjukkan bahwa sekolah merupakan tempat pendidikan anak-anak dapat 
menjadi sumber terjadinya konflik. Konflik psikologis yang pada prinsipnya 
memudahkan anak menjadi delinkuen.
34
 
b. Faktor pergaulan anak 
Perlu disadari bahwa betapa besar pengaruh lingkungan terhadap anak, 
terutama dalam konteks kultural atau kebudayaan lingkungan tersbut. Dalam 
situasi sosial yang semakin longgar, anak-anak kemudian menjauhkan diri dari 
keluarga untuk menegaskan eksistensi dirinya yang dianggap tersisih atau 
terancam. Mereka kemudian mencari dan masuk pada suatu keluarga baru dengan 
subkultur yang baru yang sudah delinkuensi sifatnya. Dengan demikian anak 
menjadi delinkuen karena dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan yang 
semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan 
perilaku buruk, sebagai produknya anak-anak tadi suka melanggar peraturan, 
norma sosial, dan hukum formil. Anak-anak yang demikian menjadi delinkuen 
karena tranformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang 
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bersifat menekan dan memaksa.
35
 Realita yang terjadi bahwa tindakan delikuen 
anak banyak dipengaruhi oleh pergaulan sehari-hari. Maraknya aksi geng motor 
seperti yang telah terjadi di beberapa kota di Indonesia salah satu penyebabnya 
adalah karena efek dari pergaulan yang salah.  
c. Pengaruh mass media  
Mass media adalah sarana yang digunakan untuk melakukan pencegahan 
kejahatan. Namun, dalam kaitan perilaku delinkuen, mass media justru 
berpengaruh terhadap timbulnya suatu kenakalan. Hal ini memang dibenarkan, 
karena mass media dipahami berpengaruh pula terhadap perkembangan anak. 
Keinginan atau kehendak anak untuk melakukan kenakalan, kadangkala timbul 
karena pengaruh bacaan, gambar-gambar, dan film. Bagi anak yang mengisi 
waktu senggangnya dengan bacaan-bacaan yang buruk, maka hal itu berbahaya 
yang dapat menghalang-halangi mereka berbuat hal-hal yang baik. Demikian 
pula tontonan yang berupa gambar-gambar porno akan memberikan rangsangan 




Radio, televisi, dan film adalah hasil penemuan yang sangat bermamfaat. 
Semua dapat menjadi sarana yang  sangat baik bagi pendidikan dan pengajaran. 
Prinsip-prinsip keimanan dan nilai-nilai akhlak dapat disebarkan melalui media-
media ini. Pemikiran masyarakat dapat dipertajam dengan perantaraan alat-alat 
ini. Manusia dapat  memperoleh mamfaat yang tak terkira banyaknya dari media 
massa. Akan tetapi, di samping mengandung mamfaat, semua itu juga dapat 
membawa kerugian bagi masyarakat. Ketika media-media ini jatuh kepada orang 
yang tidak bertanggung jawab, mereka akan menempatkannya pada penggunaan 
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yang salah dan menciptakan problem yang maha dahsyat bagi masyarakat. Demi 
keuntungan pribadi, mereka akan menyajikan program-program yang berbahaya 
bagi kesehatan moral, keimanan, dan perekonomian masyarakat.
37
   
Sebagian besar acara televisi terdiri dari film dan serial yang memuat 
cerita tentang kejahatan, horor, pembunuhan, perkelahian, penipuan, 
perampokan, dan lain-lain. Anak-anak biasanya menonton acara-acara seperti itu 
akan mendatangkan bahaya bagi anak-anak melalui berbagai cara. Misalnya: 
1) Pikiran anak yang masih lembut dan mudah terpengaruh sangat rentan 
terhadap pengaruh dari luar. Menonton tayangan tersebut dapat 
membangun kegelisahan, rasa takut, dan horor dibenaknya. Semua ini akan 
mengganggu tidurnya dan dia akan bangun sambil berteriak setelah 
mengalami mimpi yang buruk. Ini akan menimbulkan sakit kepala yang 
kronis akan menyebabkan pingsan dan tak sadarkan diri. 
2) Terdapat beberapa pengaruh yang merusak dari film-film seperti itu bagi 
moral anak yang menontonnya. Film-film tersebut dapat memotivasinya 
untuk melakukan tindakan kejahatan dan perbuatan dosa. Terkadang, anak-
anak menjadi sangat terpengaruh oleh tingkah laku berlebihan dari sang 
jagoan dalam sebuah film; merek kemudian mencoba menirunya dalam 
kehidupan nyata sehingga menimbulkan masalah.
38
  
D. Upaya Penanggulangan Kenakalan Anak 
Upaya penanggulangan kejahatan adalah usaha-usaha untuk 
menanggulangi kejahatan yang telah ada dan terus dilakukan oleh semua pihak, 
baik oleh pemerintah maupun masyarakat, karena setiap orang mendambakan 
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kehidupan masyarakat yang tenang dan damai.
39
 Usaha ini dilakukan untuk 
menghindari agar anak yang berkonflik dengan hukum bisa diselesaikan tanpa 
jalur pengadilan. 
Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur bukanlah masalah 
yang mudah dihadapi, diatasi ataupun juga dipecahkan. Hal ini disebabkan selain 
sifatnya yang kompleks, juga karena tindak pidana tersebut dilakukan oleh yang 
masih dalam masa pertumbuhan baik jasmani maupun kepribadiannya, dimana 
emosinya belum stabil. 
Anak-anak tersebut belum dapat berfikir secara baik dan kritis terhadap 
sesuatu yang sudah akan mereka perbuat, tingkah laku atau perbuatannya masih 
lebih banyak bersifat emosional dari pada rasional. Perbuatan yang anak-anak itu 
lakukan sering tidak disertai pertimbangan akan akibat yang terjadi. Oleh karena 
itu tindak pidana anak adalah masalah nasional meliputi lingkup nasional, maka 
penanggulangan masalah tindak pidana anak ini harus dilakukan secara bersama-
sama dari pemerintah sampai masyarakat.
40
 
Beberapa pendapat yang muncul tentang penanggulangan kejahatan 
antara lain yang dikemukakan oleh G. B Hoefnagels bahwa untuk menanggulangi 
terjadinya delik dapat ditempuh tiga upaya:  
1. Penerapan hukum pidana 
2. Pencegahan tanpa pidana 
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai delik dan pemidanaan 
melalui media massa. 
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Mengacu kepada ketiga upaya penanggulangan kejahatan yang 
dikemukakan diatas, maka penanggulangan kejahatan dapat dikelompokkan ke 
dalam dua jenis yaitu: (1) melalui jalur penal dan non-penal yang bersifat 
preventif (pencegahan); serta jalur refresif (penanggulangan). 
1. Jalur non penal (preventif) 
Yang dimaksud tindakan preventif dalam usaha menanggulangi kejahatan 
adalah suatu usaha untuk menghindari kejahatan jauh sebelum rencana kejahatan 
itu terjadi atau terlaksana.
41
 Penanggulangan kejahatan melalui jalur  dipandang 
sebagai tindakan yang harus mendapat perhatian serius dalam rangka pencegahan 
kejahatan. Terdapat beberapa alasan untuk mencurahkan perhatian yang lebih 
besar kepada pencegahan sebelum kriminalitas dan penyimpangan dilakukan 
yaitu: 
a. Usaha pencegahan lebih baik daripada tindakan refresif dan korektif. 
b. Usaha pencegahan yang tidak perlu menimbulkan akibat negatif antara lain 
stigmatisasi, pengasingan, penderitaan, pelanggaran hak asasi dan 
permusuhan. 
c. Usaha pencegahan dapat mempercepat persatuan, kerukunan dan 
meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap semua anggota masyarakat. 
Upaya pencegahan kejahatan sebagaimana disebutkan di atas erat 
kaitannya dengan terciptanya suasana lingkungan sosial yang kondusif dan 
memperkecil factor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan melalui 
perubahan-perubahan positif. Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non 
penal lebih bersifat preventif (pencegahan) untuk terjadinya kejahatan, maka 
sasaran utamanya adalah mengenai factor-faktor kondusif antara lain yang 
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berpusat pada masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau 
tidak lansung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. 
Darmawan mengemukakan bahwa batasan-batasan pencegahan kejahatan 
adalah suatu usaha meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan khusus 
untuk memperkecil ruang lingkup suatu kejahatan melalui pengurangan 
kesempatan-kesempatan untuk melakukan kejahatan melalui usaha-usaha 
pemberian pengaruh kepada orang-orang yang potensial dapat menjadi pelanggar 
serta kepada masyarakat. 
Mengingat bahwa kejahatan disebabkan oleh berbagai faktor, maka secara 
kriminologis upaya pencegahan dapat dilakukan dengan menghilangkan 
kesempatan. Ini berarti bahwa pencegahan kejahatan harus di dahulukan secara 
terpadu antara aparat keamanan dan masyarakat.
42
 
Tindakan preventif ini yang dilakukan bisa berupa memberikan kesibukan 
yang berarti kepada anak-anak, yaitu selain dari memasukkannya ke dalam 
pendidikan yang wajib baginya juga memasukkannya kepada kegiatan 
ekstrakulikuler di sekolah-sekolah kursus-kursus keterampilan, meningkatkan 
kesejahteraan keluarga, mendirikan klinik bimbingan psikologis untuk 
memperbaiki tingkah laku dan membantu anak-anak atau remaja dari kesulitan 
mereka, pendidikan keagamaan dan lain-lain. Janganlah hendaknya si anak 
mempunyai waktu yang kosong, untuk membaca buku-buku fiktif, porno ataupun 
komik-komik yang dapat membawa pikirannya ke alam khayal yang tidak 
menentu. 
Setelah jasmani si anak dibina dan diarahkan sedimikian rupa, rohani dan 
jiwanya harus pula diisi dengan pendidikan akhlak dan agama. Agama adalah 
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ajaran yang paling tinggi, yang tidak ada bandingannya, karena ajarannya 
langsung dari Tuhan, melalui para rasul-rasul-Nya. Ajaran agama memberikan 
perintah-perintah dan larangan-larangan, yang mudah diterima oleh akal pikiran 
manusia, setiap manusia atau pemeluknya yang melanggar larangan-larangan-




Dengan tindakan preventif ini diharapkan, akan dapat mengurangi 
timbulnya kejahatan-kejahatan baru, setidak-tidaknya akan bisa memperkecil 
pelaku-pelakunya. Tetapi usaha-usaha preventif itu pada kenyataannya tidak 
mudah, oleh karena itu tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur itu 
sendiri cukup kompleks dan berkembang, dipengaruhi oleh berbagai faktor yang 
sama dengan yang lain saling berkaitan. Walaupun telah dilakukan berbagai cara 
dalam usaha-usaha preventif, usaha-usaha tersebut masih perlu ditingkatkan lagi, 
sebab sampai saat ini belum memberikan hasil yang memuaskan dan sementara 
itu tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur masih terus saja terjadi 




2. Jalur penal (refresif) 
Penanggulangan kejahatan dengan jalur penal (penerapan sanksi pidana) 
merupakan cara-cara yang digunakan sejak dahulu dalam rangka menekan 
terjadinya kejahatan anak. Pada saat orang itu berfikir bahwa dengan 
menetapkan sanksi pidana yang bersifat menakut-nakuti sekaligus mengandung 
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unsur pembalasan, maka kejahatan akan berkurang. Pemidanaan dalam upaya 
penanggulangan kejahatan  
Pemidanaan dalam upaya penanggulangan kejahatan sampai saat ini 
ketentuan pidana senantiasa diikuti dengan ancaman pidana. Penanggulangan 
dengan jaluur non penal masih belum bisa mengurangi kejahatan oleh karena itu 
perlu dibarengi dengan jalur penal. Pemidanaan disamping ditujukan kepada 
pelaku kejahatan agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang pernah 
dilakukannya, juga dimaksudkan dalam rangka penegakan hukum sebagai bagian 
yang tidak terpisahkan dari substansi suatu ketentuan pidana.
45
 
Pertama. Harus ada perhatian penuh dari keluarga terdekat lainnya 
terhadap anak yang mempunyai masalah dengan keluarganya. Jika perlu, 
ditetapkan perwalian atas anak yang mengalami perlakuan tidak menyenangkan 
dari orang tuanya, dan kekuasaan orangtua terhadap anaknya dicabut. 
Pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anaknya dapat dilakukan berdasarkan 
permintaan orangtua lainnya atau keluarga terdekat. Kedua, diperlukan perhatian 
dari lembaga sosial guna menampung anak yang menjadi korban kekerasan 
keluarga. Diberikan bimbingan sosial agar anak dapat keluar dari lilitan 
permasalahan yang dihadapinya. Disamping itu, perlu ditingkatkan perhatian 
instansi pemerintah yang mengurusi kesejahteraan anak terhadap nasib malang 
yang menjadi korban kekerasan dalam keluarga. 
Era industrialisasi mengintrodusir munculnya kehidupan kota yang makin 
ramai. Berdirinya mall ternyata mampu menyedot minat anak, baik untuk 
sekedar mejeng atau bahkan melakukan tindak pidana. Derasnya arus informasi 
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dan telekomunikasi juga memberikan sumbangan terhadap penyimpangan 
perilaku anak.  
Maraknya industri pertelevisian dekade terakhir mampu mengubah gaya 
dan pola pikir anak. Sebagian besar tayangan televisi lebih banyak menonjolkan 
kekerasan dan seks. Akibatnya muncul sekelompok anak yang menjadi pelaku 
tindak kejahatan.  
Proses hukum terhadap anak bermasalah atau anak yang terlibat tindak 
pidana sering tidak menguntungkan anak. Sejak penyelidikan atau penyidikan, 
anak yang tersankut tindak pidana, sudah didera penderitaan. Misalnya dibentak, 
atau ditangani dengan cara yang kasar seperti ditempeleng, dicubit, disabet 
dengan pecut atau kabel. Jika meronta ketika hendak ditangkap, tersangka anak 
diseret atau digelandang layaknya penjahat kambuhan kelas kakap. Dalam proses 
pengendalian, terdakwa anak terkadang dibaurkan dengan orang dewasa, kendati 
persidangan dilakukan dengan tertutup.  
Selama seminggu tidak jarang terdakwa anak disatukan di dalam ruang 
tahanan orang dewasa dan menjadi tontonan umum. Demikian juga dalam 
pemeriksaan persidangan-kendati hakim, jaksa dan pengacara tidak memakai 
toga tetap saja sidang berjalan formal sehingga terkesan angker. 
Adapula anak disidang tanpa didampingi orang tuanya atau wali, 
pengacara atau pekerja sosial yang seharusnya memberikan bantuan dan 
dorongan selama proses perkara. Dalam memidana, tidak jarang hakim 
menjatuhkan hukuman penjara yang pelaksanaannya dilakukan di LP dewasa. 








3. Penanggulangan Melalui Penerapan Sistem Diversi dan Restorative Justice 
System 
Berdasarkan fenomena yang terjadi bahwa proses penyelesaian perkara 
tentang anak yang berkonflik dengan hukum di pengadilan cenderung 
mengecewakan. Proses penanganan anak yang berkonflik dengan hukum di 
pengadilan tidak memberikan perlakuan positif terhadap anak. Meskipun sudah 
ada berbagai perangkat hukum, tampaknya tidak cukup membawa perubahan 
yang berarti bagi nasib anak-anak yang berkonflik dengan hukum.  
Anak yang berkonflik dengan hukum sering mendapat perlakuan buruk 
bahkan lebih buruk dari perlakuan terhadap orang dewasa. Perlakuan buruk ini 
tidak hanya terjadi di Rumah Tahanan (Rutan) atau Lembaga Pemasyarakatan 
(Lapas) namun tindak kekerasan terhadap sering dialami sejak berada di kantor 
polisi berupa tamparan dan tendangan. Penyelidikan di kantor polisi ini 
sebenarnya dalam rangka penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Namun, 
kekerasan sering menjadi bagian dai upaya untuk memperoleh pengakuan. 
Bentuk kekerasan lain berupa tindakan memaksa anak untuk 
membersihkan kantor polisi dan mobil patroli. Rutan atau Lapas memberikan 
pengaruh buruk terhadap anak-anak di samping hak mendapat pendidikan 
baginya terabaikan. Hal serupa tidak hanya di negara-negara berkembang seperti 
indonesia tetapi juga dialami di negara maju. Kini dipikirkan berbagai upaya 
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alternatif sejalan dengan prinsip yang tercantum dalam KHA, yaitu prinsip “the 
best interest of the child” dan pidana sebagai “the last resort”.47  
Hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam pasal 40 KHA 
yang berbunyi “negara-negara peserta mengakuis hak setia anak yang disangka, 
dituduh, atau diakui telah melanggar undang-undang hukum pidana diperlakukan 
dengan cara yang sesuai dengan peningkatan martabat dan harga diri anak, 
memperkuat penghargaan anak terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan 
dasar orang lain, dengan mempertimbangkan usia anak dan hasrat negara untuk 




Sedangkan Pasal 37 sub b KHA yang berbunyi “tidak seorang anak pun 
dirampas kemerdekaannya secara tidak sah dan sewenang-wenang. Penangkapan, 
penahanan atau penghukuman seorang anak harus sesuai dengan hukum, akan 
diterapkan sebagai upaya terakhir (last resort), dan untuk jangka waktu yang 
pendek”. Dalam pasal 37 sub c KHA dinyatakan “setiap anak yang dirampas 
kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi, dihormati martabat 




Hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum diatur di dalam undang-
undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang 
mengatur tentang pemeriksaan terhadap anak yang harus dilaksanakan dalam 
suasana kekeluargaan. Setiap anak berhak didampingi penasihat hukum. Tempat 
tahanan harus terpisah dari orang dewasa. Dalam undang-undang juga disebutkan 
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bahwa penahanan dilakukan setelah sungguh-sungguh mempertimbangkan 
kepentingan anak dan atau masyarakat. Hukuman yang diberikan tidak harus 
dipenjara atau tahanan melainkan dapat berupa hukuman tindakan dengan 
mengembalikan anak ke orang tua atau wali. Jadi, atas dasar perundang-
undangan tersebut, upaya-upaya yang seharusnya dilakukan pada anak-anak yang 
berkonflik dengan hukum adalah upaya diversi dan keadilan restoratif 
(Restorative Justice).50 
a. Konsep Diversi 
Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan 
kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk 
melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem 
peradilan anak, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan 
kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (remove) 
seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana 
dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap 
lebih baik untuk anak. Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep 
diversion yang dalam istilah bahasa indonesia disebut diversi atau pengalihan.51 
Pengertian diversi dalam united nation standard minimum rules for the 
administration of juvenile justice (the beijing rules) butir 6 dan butir 11 
tergantung pernyataan mengenai diversi yakni sebagai proses pelimpahan anak 
yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal 
seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau 
non pemerintah. Diversi berupa memberikan keadilan kepada kasus-kasus anak 
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yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak 
hukum sebagai pihak penegak hukum. Ada tiga jenis pelaksanaan program 
diversi yang dapat dilaksanakan yaitu: 
1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (social control orientation) yaitu aparat 
penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan 
atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau 
peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas 
perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi 
pelaku oleh masyarakat. 
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (social service 
orientation), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, 
memperbaiki dan menyediakan pelayanan  pada pelaku dan keluarganya. 
Masyarakat dapat mencampuri keluarganya untuk memberikan perbaikan 
atau pelayanan. 
3. Menuju proses restoratif justice atau perundingan (balanced or restorative 
justice orientation), yaitu melindungi masyarakat, memberikan kesempatan 
pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan 
membuat kesepakatan bersama antara korban dan pelaku dalam 
masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk 
bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.
52
 
b. Restorative justice 
Restorative justice merupakan salah satu bentuk tindakan yang 
dibutuhkan dalam melakukan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan 
hukum. Hal ini dikarenakan konsep restorative justice melibatkan berbagai pihak 
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untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang 
dilakukan oleh anak. Restorative justice adalah sebuah proses yang dilakukan 
para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama 
untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan 
akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.
53
 
Restorative justice dilakukan untuk memulihkan sesuatu menjadi baik 
kembali seperti semula dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam 
mencari solusi yang mengutamakan perbaikan, rekonsiliasi dan perlindungan 
kembali. Ada beberapa perbandingan antara retributif justice dengan restoratif 
justice menurut Howard Zehr adalah : 
1. Retrobutif Justice memfokuskan pada perlawanan terhadap hukum dan 
negara, sedangkan restorative justice pada pengrusakan  atau kekerasan 
terhadap manusia yang berhubungan dengannya. 
2. Retrobutive Justice berusaha mempertahankan hukum dengan menetapkan 
kesalahan  dan mengatur penghukuman, sedangkan restoratif justice 
mempertahankan korban dengan memperhatikan perasaan sakitnya dan 
membuat pertanggung jawaban pelaku kepada korban dan masyarakat yang 
dirugikan sehingga semuanya mendapat haknya masing-masing. 
3. Retributif  justice melibatkan negara dan pelaku dalam proses peradila 
formal, sedangkan restoratif justice melibatkan korban, pelaku dan 
masyarakat dalam suasana dialog untuk menyelesaikan permasalahan. 
4. Dalam retributif justice korban hanya merupakan bagian pelengkap, 
sedangkan dalam restoratif justice korban adalah posis sentral.  
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5. Retributif justice posisi masyarakat diwakili oleh negara, sedangkan 
restoratif justice masyarakat berpastisipasi aktif.54 
Proses penanganan tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak 
bentuk restoratif justice yang digunakan adalah reparatif board/youth panel yaitu 
suatu penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan 
melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator aparat penegak hukum yang 
berwenang secara bersama-sama merumuskan sanksi yang tepat bagi pelaku dan 
ganti rugi bagi korban atau masyarakat. Pelaksanaan diversi dan restoratif justice 
memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang 
berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan prinsip utama dari diversi dan 
restoratif justice adalah menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem 
peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan sanksi 
alternatif tanpa pidana penjara.
55
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SANKSI PIDANA BAGI ANAK DIBAWAH UMUR 
A. Sanksi Pidana bagi Anak Menurut KUHP 
Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945 tidak ada undang-undang atau 
unifikasi hukum yang mengatur secara mandiri tentang pengadilan anak, melainkan 
hanya melalui teoretik dan praktiknya tersebar dalam kodifikasi, seperti Surat 
Edaran Mahkamah Agung RI, Keputusan Menteri Kehakiman, dan lain sebagainya.
1
  
Sebelum adanya undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan 
anak pengaturan ancaman sanksi pidana bagi anak yang delikuensi secara khusus 
diatur dalam tiga pasal 45, 46 dan 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
yang merupakan konkordansi dari wetboek van Strafrecht voor nederlandsch indie 
dengan Firman Raja belanda pada 15 oktober 1915 dan berlaku sejak januari 1918. 
Berdasarkan perjalanan sejarahnya KUHP yang berlaku saat ini berasal dari KUHP 
Belanda yang disebut dengan “wetboek van strafrecht”  (WvS) melalui modifikasi.2  
Pada waktu WvS terbentuk pada tahun 1881, di dalamnya dapat ditemukan 
dua pasal yang mengatur hukum pidana anak, yaitu pasal 38 dan pasal 39 yang isinya 
bahwa seolah-olah anak itu tidak dapat dituntut menurut hukum pidana, apabila 
mereka belum mencapai umur 10 tahun telah melakukan suatu tindak pidana. 
Apabila ia telah melakukan suatu tindak pidana, dan tindak pidana tersebut 
merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara, maka hakim perdata 
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dapat memerintahkan agar si pelaku dimasukkan ke dalam “rijksopvoedingsgesticht” 
atau lembaga pendidikan kerajaan.
3
  
Apabila anak yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah anak yang 
sudah mencapai usia lebih dari 10 tahun tetapi belum mencapai usia 16 tahun, maka 
hakim dapat menyelidiki apakah dalam melakukan perbuatannya pelaku dapat 
membuat suatu oordel deonderscheilds, artinya pelaku dapat membuat suatu 
penilaian apakah perbuatannya itu dapat dibenarkan atau tidak. Apabila pelaku tidak 
dapat membuat suatu penilaian maka terhadap anak tersebut tidak dapat dijatuhi 
pidana. Akan tetapi, jika tindak pidana yang dilakukan ternyata termasuk tindak 
pidana yang berat, maka hakim pidana dapat memerintahkan agar pelaku anak 
dimasukkan ke dalam lembaga pendidikan kerajaan. 
Apabila pelaku anak dapat membuat penilaian atas perbuatannya, maka 
terhadap anak tersebut dapat dijatuhi pidana sebagaimana dapat dijatuhkan bagi 
orang dewasa. Dengan catatan bahwa pidana terberat yang diancamkan bagi orang 
dewasa dikurangi 1/3 dan pidana penjara selama seumur hidup bagi orang dewasa 
diganti dengan pidana penjara selama 15 tahun.
4
 
Apabila anak tersebut tidak dapat membuat suatu penilaian atas 
perbuatannya itu, serta dianggap tidak mampu menyadari bahwa perbuatan yang 
telah dilakukannya itu sebenarnya merupakan perbuatan yang dilarang, maka 
terhadap anak itu tidak boleh dijatuhi pidana.
5
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Sejak dikeluarkannya undang-undang nomor 63 tahun 1901 tanggal 12 
Februari 1901 yang mengatur masalah pertanggungjawaban anak-anak berdasarkan 
hukum pidana di Belanda. Menurut pembentuk undang-undang yang penting harus 
diperhatikan bukanlah masalah pemidanaan melainkan masalah pendidikan yang 
perlu diberikan pada mereka. Untuk dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum 
pidana itu, undang-undang tidak mengenal perbedaan umur dari seorang yang telah 
melakukan  suatu tindak pidana. Sehingga membuat suatu penilaian apakah 
perbuatannya sebagai sesuatu yang dibenarkan atau tidak, sebagai pedoman hakim 
untuk menjatuhkan pidana atau tindakan perlu ditinggalkan  dalam sistem pemidaan 
baru bagi anak-anak. Sebagai gantinya dipandang perlu untuk membuat sejumlah 
pidana dan tindakan-tindakan yang lebih tepat bagi anak dibawah umur yang telah 
melakukan suatu tindak pidana.
6
 
Menghadapi anak-anak yang telah melakukan tindak pidana, yang penting 
baginya bukanlah apakah anak-anak tersebut dapat dihukum atau tidak, melainkan 
tindakan yang bagaimana yang harus diambil untuk mendidik anak-anak seperti itu. 
Bagi pembentuk undang-undang, suatu pidana itu merupakana suatu sarana yang 
lebih sederhana untuk mendidik seorang anak daripada mengirimkan anak tersebut 
ke suatu lembaga pendidik paksa, agar anak itu dapat didik secara sistematis untuk 
suatu jangka panjang waktu yang cukup lama, bukan saja memerlukan biaya yang 
sangat besar melainkan juga merupakan suatu pengekangan yang terlalu lama 
terhadap seorang anak.
7
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Selanjutnya dengan undang-undang nomor 1 tahun 1946 (26 februari 1946) 
termuat dalam berita Negara Republik Indonesia nomor 9 dan dengan undang-
undang tahun 1958 diberlakukan di seluruh Indonesia. Dalam ketentuan KUHP 
tersebut pada hakikatnya pengadilan anak diberlakukan terhadap orang yang belum 
berumur 16 tahun di mana terhadap mereka dijatuhi sanksi berupa: dikembalikan 
kepada orang tua/wali atau orang tua asuhnya tanpa pidana apapun; atau dijadikan 
anak negara sampai berumur 18 tahun; atau dipidana dengan pidana dikurangi 1/3 
dari ancaman pokok orang dewasa dan apabila diancam dengan pidana mati/seumur 
hidup maka ancamannya maksimal 15 tahun serta pidana tambahan sesuai dengan 
ketentuan pasal 10 huruf b KUHP.
8
 
 Hukum pidana anak di dalam KUHP pasal 44 berbunyi: 
1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan 
kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena 
penyakit, tidak di pidana. 
2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya 
karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka 
hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah 
sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai percobaan. 
3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan 
Tinggi dan Pengadilan Negeri
9
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Pasal 45 berbunyi: 
Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena 
melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun hakim dapat 
menentukan : 
Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, 
walinya atau pemeliharaannya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan 
supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika 
perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-
pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536, dan 
serta 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena 
melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas dan 




Pasal 46 berbunyi: 
1) Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada 
pemerintah maka ia dimasukkan dalam rumah pendidikan negara supaya 
menerima pendidikan dari pemerintah atau kemudian hari dengan cara lain, 
atau diserahkan kepada orang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia 
atau kepada suatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal yang 
berkedudukan di indonesia untuk menyelenggarakan  atau dikemudian hari 
atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain dalam kedua hal di atas paling 
lama sampai orang yang bersalah itu mencapai umur delapan belas tahun. 
2) Aturan untuk melakukan ayat 1 ini ditetapkan dengan undang-undang. 
Pasal 47 berbunyi: 
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1) Jika hakim menjatuhkan pidana maka maksimum pidana pokok terhadap 
tindak pidananya dikurangi sepertiga. 
2) Jika perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati 
atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama 
lima belas tahun. 




Berdasarkan ketentuan dari KUHP maka sangat memungkinkan penjatuhan 
sanksi pidana bagi anak di bawah umur meski sebenarnya mereka belum bisa 
mempertanggung jawabkan perbuatannya. Ketentuan dalam KUHP menentukan 
bahwa nasib anak bergantung pada putusan hakim, jika hakim menjatuhkan sanksi 
pidana kepada anak maka tentu sangat memengaruhi psikologis anak tersebut. 
Padahal perbuatan pidana yang dilakukan anak itu bukan karena rencana atau 
keinginan dari anak tersebut melainkan karena kondisi lingkungan, keluarga dan 
tekanan mentalnya sehingga tidak adil rasanya jika anak tersebut menanggung 
semua perbuatan yang telah dilakukannya. Selain itu, dalam pasal 45 yang 
menyatakan bahwa seorang anak yang  belum berusia 16 tahun dikembalikan kepada 
orang tuanya. Berdasarkan pasal tersebut bahwa anak yang berusia 15 tahun terlepas 
dari pertanggungjawaban pidana, padahal secara psikologis dan sosiologis anak yang 
berusia 15 tahun sudah dianggap mukallaf karena sudan mampu membedakan mana 
yang baik dan tidak baik. Atas dasar itulah sehingga dikeluarkanlah UU nomor 3 
tahun 1997 demi melindungi anak dari sanksi pidana yang merugikan hidupnya.  
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B. Sanksi Pidana bagi Anak menurut UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 
Masalah hukum pidana anak telah diatur dalam undang-undang nomor 3 
tahun 1997 tentang pengadilan anak. Dibentuknya undang-undang tentang 
pengadilan anak, antara lain karena disadari bahwa walaupun kenakalan anak 
merupakan perbuatan anti sosial yang dapat meresahkan masyarakat, namun hal 
tersebut diakui sebagai suatu gejala umum yang harus diterima sebagai suatu fakta 
sosial. Oleh karena itu, perlakuan terhadap anak nakal seyogyanya berbeda perlakuan 
terhadap orang dewasa.  
Anak yang melakukan kenakalan berdasarkan perkembangan fisik, mental 
maupun sosial mempunyai kedudukan yang lemah dibandingkan dengan orang-orang 
dewasa, sehingga perlu ditangani secara khusus. Anak nakal perlu dilindungi dari 
tindakan yang dapat menghambat perkembangannya, sehingga dalam 
penanganannya perlu dibuat hukum pidana anak secara khusus, baik menyangkut 
hukum pidana materil, hukum pidana formal, maupun hukum pelaksanaan 
pidananya. 
Penjelasan atas undang-undang RI No 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, 
pada paragraph 3 bagian umum menyatakan bahwa dalam menghadapi dan 
menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, dipertimbangkan 
kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Karena itu pula Undang-
undang pengadilan anak telah mengatur secara spesifik terkait dengan sanksi yang 
dapat diberikan terhadap anak yang melakukan kenakalan.
12
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Sehubungan dengan sanksi yang dapat diberikan terhadap anak nakal, UU 
pengadilan anak telah mengaturnya sebagaimana telah ditetapkan dalam BAB III. 
Secara garis besar, sanksi yang dapat dijatuhkan bagi anak yang telah melakukan 
kenakalan terdiri dari dua yaitu: sanksi pidana dan sanksi tindakan (pasal 22).  
Perumusan kedua jenis sanksi ini menunjukkan bahwa UU no 3 tahun 1997 
tentang pengadilan anak telah menganut apa yang disebut dengan double track 
system. Dengan kata lain, UU ini telah secara eksplisit mengatur tentang jenis 
sanksi pidana dan sanksi tindakan sekaligus. Menurut muladi (2002),
13
 penggunaan 
sistem dua jalur (zweipurigkeit) merupakan konsekuensi dianutnya aliran neo 
klasik.
14
 Pemikiran bahwa pendekatan tradisional seolah-olah sistem tindakan hanya 
dikenakan bagi orang yang tidak mampu harus ditinggalkan. 
Keberadaan sanksi tindakan dalam pembangunan hukum pidana positif 
Indonesia telah diakui meskipun dalam KUHP menganut single track system yang 
hanya mengatur tentang satu jenis saja yaitu sanksi pidana (pasal 10 KUHP). 
Pengancaman sanksi tindakan dalam UU No 3 tahun 1997 menunjukkan bahwa ada 
sarana lain selain pidana (penal) sebagai sarana dalam penanggulangan kejahatan.  
Sebenarnya ditingkat praktis perbedaan antara pidana dan tindakan sering 
agak samar, namun ditingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan fundamental. 
Keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide 
                                                          
13
Muladi, Hak Asasi Manusia, Public dan Sistem Peradilan Pidana (Cet. II, Semarang: Badan 
Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), h. 156.  
14
Dalam aliran neo klasik, berusaha untuk memanfaatkan kelebihan aliran sebelumnya (aliran 
klasik dan aliran modern) dan meninggalkan kelemahan yang ada. Asas pembalasan diperbaiki dengan 
kesalahan yang bertumpu pada usia, patologi, dan pengaruh lingkungan. Dikembangkan alasan-alasan 
yang memperingan dan memperberat pemidanaan; kesaksian ahli (expert testimony) ditonjolkan; 




dasar “mengapa diadakan pemidanaan”?; sedangkan sanksi tindakan bertolak pada 
ide dasar: “untuk apa diadakan pemidanaan itu?”. 
Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, 
sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan 
tersebut. Jika fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat 
pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera): maka fokus sanksi 
tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah. 
Sangatlah jelas bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan 
(pengimbalan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja diberikan kepada seorang 
pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan 
masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat. J.E. Jonkers mengatakan 
bahwa sanksi pidana dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan 
yang dilakukan sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.
15
 
Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana dan sanksi tindakan juga bertolak dari 
ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa 
(bijzonder leed) kepada pelanggar supaya merasakan akibat perbuatannya. Selain 
ditujukan kepada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga 
merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. Dengan 
demikian, perbedaan prinsip antara sanksi pidana dan sanksi tindakan terletak pada 
ada tidaknya unsur pencelaan, bukan ada tidaknya unsur penderitaan. Sedangkan 
sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik. Jika ditinjau dari sudut teori-teori 
pemidanaan, maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Ia 
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semata-mata ditujukan pada prevensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari 
ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu. Singkatnya, sanksi 
pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, 
sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat. 
Perbedaan orientasi ide dasar dari dua jenis sanksi tersebut, sebenarnya 
memiliki kaitan pula dengan paham filsafat yang memayunginya, yakni 
indeterminisme sebagai sumber ide sanksi pidana dan filsafat determinisme sebagai 
sumber ide sanksi tindakan.
16
 
Lebih lanjut, terkait dengan sanksi bagi anak nakal yang berupa sanksi 
pidana, terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokok, ada 4 
(empat) macam sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 23 ayat (2), yaitu: 
a) Pidana penjara, 
b) Pidana kurungan, 
c) Pidana denda, atau 
d) Pidana pengawasan 
Sedangkan mengenai pidana tambahan berdasarkan pasal 23 ayat 2, ada dua 
macam yang terdiri atas: 
a) Perampasan barang, dan atau 
b) Pembayaran ganti rugi. 
Apabila dibandingkan dengan ketentuan pasal 10 KUHP, di mana memuat 
pidana pokok berupa:: 
                                                          
16
M. Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana. Ide Dasar Double Track System & 




a. Pidana mati 
b. Pidana penjara 
c. Pidana kurungan 
d. Pidana denda 
e. Pidana tutupan 
Khusus untuk pidana mati, undang-undang pengadilan anak tidak 
menghendaki apabila anak yang telah melakukan kenakalan diancam dan dijatuhi 
pidana pokok berupa pidana mati. Sebagaimana diketahui bahwa pemeriksaan anak 
nakal dilatarbelakangi oleh filosofi bahwa semata-mata demi kepentingan anak. 
Artinya, terhadap anak yang notabene sebagai generasi penerus bangsa tidak 
diinginkan untuk dijatuhi pidana mati, karena anak sangat memerlukan pembinaan 
dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan yang menunjang 
perkembangan fisik, mental dan sosialnya. Oleh karena itu apabila diancamkan 
pidana mati, maka upaya pembinaan dan perlindungan tidak akan pernah dapat 
diberikan sementara usia yang akan dijalani oleh seorang anak masih sangat panjang. 
Demikian pula sama halnya dengan ancaman pidana seumur hidup, yang bermakna 
bahwa pelaksanaan pidana akan dilalui sepanjang hidup si anak di lembaga 
pemasyarakatan. Hal tersebut tidak diinginkan UU pengadilan anak. 
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, UU pengadilan anak menegaskan 
bahwa terhadap anak nakal yang telah melakukan tindak pidana yang diancam 
dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat 
dijatuhkan kepada anak paling lama 10 (sepuluh) tahun.  
Selanjutnya pidana pokok yang diperuntukkan bagi anak nakal adalah pidana 




dengan pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak yakni 
pengawasan yang dilakukan oleh jaksa terhadap perilaku anak dalam kehidupan 




Mengenai pidana tambahan, pasal 10 KUHP merumuskan tiga macam, yaitu 
berupa: 
a. Pencabutan beberapa hak tertentu 
b. Perampasan barang-barang tertentu 
c. Pengumuman putusan hakim 
Apabila ketentuan tentang pidana tambahan dalam KUHP dibandingkan 
dengan dengan ketentuan dalam UU Pengadilan Anak, menunjukkan bahwa UU 
pengadilan anak tidak menghendaki agar anak yang melakukan kenakalan dijatuhi 
pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, selain juga pengumuman 
putusan hakim. 
Berkaitan dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu,
18
 
memang sudah sepatutnya tidak diberlakukan terhadap anak. Anak yang memang 
lebih dikedepankan haknya dibanding kewajiban yang ada padanya, akan menjadi 
berseberangan terhadap hak-hak yang seharusnya ia peroleh sebagai seorang anak. 
Sebagai contoh haknya untuk mendapatkan pendidikan, apabila hak tersebut 
dicabut, maka secara otomatis si anak sebagai generasi penerus bangsa akan menjadi 
                                                          
17
Lihat penjelasan pasal 30 UU No 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak.  
18
Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut adalah (1) hak untuk menduduki 




bodoh, yang memang sesuatu yang tidak dikehendaki bersama. Apalagi jika 
dikaitkan dengan tujuan Negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dalam 
mencapai tujuan akhir yaitu kesejahteraan masyarakat, tidak terkecuali anak-anak.  
Berkaitan dengan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang 
tertentu, UU pengadilan anak tidak menjelaskan lebih jauh tentang hal ini. Artinya 
ketentuan yang berlaku tetap berdasarkan pada KUHP sebagai hukum umum. 
Perampasan barang-barang tertentu diatur pada pasal 39 yaitu: 
1) Barang-barang kepunyaan terpidana, yang diperoleh dari kejahatan atau 
dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas, 
2) Jika dijatuhkan hukuman lantaran melakukan kejahatan tiada dengan sengaja 
atau lantaran melakukan pelanggaran, dapat juga dijatuhkan hukuman 
merampas itu dalam hal tertentu seperti yang ditentukan undang-undang, 
3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan 
kepada pemerintah, tetapi hanya terbatas pada barang-barang yang telah disita 
Selanjutnya tentang pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi. Dalam 
UU pengadilan anak tidak dijelaskan lebih jauh tentang pidana tambahan tersebut. 
Penjelasan UU pengadilan anak hanya merumuskan bahwa pembayaran ganti rugi 
yang dijatuhkan sebagai pidana tambahan merupakan tanggung jawab dari orang tua 
atau orang lain yang menjalankan kekuasaan orang tua.  
KUHAP bab XIII mengenal adanya penggabungan perkara gugatan ganti 
kerugian. Seseorang yang merasa dirugikan atas dasar perbuatan yang menjadi dasar 
dakwaan, biasanya saksi korban dapat mengajukan gugatan ganti kerugian tentang 




diajukan ketika perkara pidananya sedang diperiksa, paling lambat sebelum penuntut 
umum mengajukan tuntutan pidana. 
Selain hukuman tambahan yang telah disebutkan di atas, UU pengadilan 
anak juga tidak menginginkan anak yang telah melakukan kenakalan dijatuhi pidana 
tambahan berupa Pengumuman Keputusan Hakim. Hal ini dibenarkan karena itu 
akan mempengaruhi perkembangan fisik, sosial dan mentalnya, akan menambah 
penderitaannya kalau ditambah dengan pengumuman terhadap putusan yang telah 
dijatuhkan oleh hakim tersebut kemudian akan diketahui oleh masyarakat luas 
termasuk teman-temannya. Hal seperti inilah yang tidak dikehendaki timbul pada 
seorang anak, sekalipun telah melakukan kenakalan. 
Jenis sanksi yang kedua bagi anak nakal selain sanksi pidana adalah sanksi 
tindakan. Berdasarkan pasal 24 ayat (1) undang-undang Nomor 3 tahun 1997, 
tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak nakal meliputi: 
1) Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh; 
2) Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan 
latihan kerja; atau 
3) Menyerahkan kepada departemen sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan 
yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. 
Apabila anak nakal yang menurut putusan pengadilan dikembalikan kepada 
orang tua, wali atau orang tua asuhnya bukan berarti sepenuhnya di bawah 
pengawasan orang tua tersebut, akan tetapi anak yang bersangkutan tetap berada di 
bawah pengawasan dan bimbingan pembimbing kemasyarakatan, antara lain 




hakim berpendapat bahwa orang tua, wali, atau orang tua asuhnya tidak dapat 
memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, maka hakim dapat 
menetapkan anak tersebut di tempatkan di lembaga pemasyarakatan anak (sebagai 
anak sipil) untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. 
Pasal 24 ayat (2) tindakan dapat disertai dengan teguran atau syarat 
tambahan lainnya. 
Bagi anak nakal sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2a,
19
 hakim 
menjatuhkan sanksi pidana maupun tindakan. Sedangkan bagi anak nakal seperti 
yang diatur dalam pasal 1 angka 2 huruf b,
20
 hakim menjatuhkan tindakan 
sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat (1) dan (2). 
Untuk anak yang melakukan tindak pidana (criminal offence) diancam sanksi 
pidana dan tindakan. Mengenai lamanya pidana diatur dalam pasal 26, 27, 28 yaitu: 
1. Untuk penjara, kurungan, denda dikurangi ½ dari ancaman untuk orang dewasa, 
2. Maksimum 10 tahun penjara apabila delik diancam dengan pidana mati atau 
seumur hidup, 
3. Pidana pengganti denda berupa wajib latihan dengan ketentuan: 
a) Paling lama selama 90 (sembilan puluh) hari; 
b) Lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari; 
c) Tidak dilakukan pada malam hari. 
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Pasal 1 Angka 2 Huruf A, Anak Nakal Adalah Anak yang Melakukan Tindak Pidana. Lihat 
UU Nomor 3 Tahun 1997 
20
Anak Nakal Adalah Anak yang Melakukan Perbuatan yang Dinyatakan Terlarang bagi 
Anak, baik Menurut Peraturan Perundang-Undangan Maupun Menurut Peraturan Hukum Lain Yang 




Namun demikian, bagi anak yang belum berumur 12 tahun hanya dapat 
dikenakan tindakan berupa: 
1. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan 
latihan kerja melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau 
seumur hidup (pasal 26:3); 
2. Salah satu dari tindakan dari jenis tindakan sebagaimana diatur dalam pasal 
23, jika melakukan tindak pidana yang tidak diancam dengan pidana mati atau 
seumur hidup (pasal 26: 4). 
Pasal 29 mengatur tentang pidana bersyarat dapat dijatuhkan apabila pidana 
penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Untuk menjatuhkan pidana 
bersyarat ini ditentukan baik syarat umum
21
 maupun syarat khusus.
22
 Pasal 30 
mengatur tentang pidana pengawasan, lama pidana ini paling singkat selama 3 bulan 
dan paling lama 2 tahun. Sedangkan dalam hal pembebasan bersyarat, undang-
undang nomor 3 tahun 1997 menentukan, apabila: 
1. Telah menjalani pidana penjara selama 2/3 dari pidana yang dijatuhkan, 
sekurang-kurangnya 9 bulan dan berkelakuan baik (pasal 62 ayat 1), 
2. Masa percobaan, sama dengan sisa pidana yang harus dijalankannya (pasal 62 
ayat 3). 
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Syarat Umum adalah bahwa anak nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama 
menjalani masa pidana bersyarat.   
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Syarat Khusus ialah untuk melakukan  atau tidak melakukan hal tertentu  yang ditetapkan 




Dibanding dengan apa yang diatur dalam KUHP, masa percobaan untuk anak 
waktunya jauh lebih singkat yaitu selama sisa pidana yang harus dijalankan. 
Sedangkan dalam KUHP selain selama sisa pidana yang harus dijalankan, ditambah 
selama satu tahun. 
Upaya pembaharuan dalam hukum pidana anak antara lain dengan telah 
dibentuknya UU Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. Dengan demikian 
dengan adanya undang-undang ini merupakan salah satu pengembangan atau 
pembaharuan dalam sistem pemidanaan. Tujuan dari dikeluarkannya undang-undang 
tersebut antara lain memberikan perlindungan bagi masa depan anak tercapainya 
kesejahteraan anak. 
Menurut KUHP bahwa seorang anak dapat dijatuhi sanksi pidana akan tetapi 
lebih ringan yaitu 1/3 dari sanksi yang diberikan bagi orang dewasa. Namun, 
kebijakan seperti ini sangat tidak baik bagi anak sebab itu bisa merampas masa 
depan anak. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa anak adalah 
generasi penerus suatu bangsa sudah sepantasnya mendapat perlindungan secara 
hukum dari negara.  
Kejahatan yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum pada 
dasarnya bukan karena kehendak, akan tetapi hal itu terjadi karena dipengaruhi oleh 
faktor internal keluarga, psikis, ekonomi dan kondisi sosial.  
Undang-undang No 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak belum bisa 
memberikan keadilan dan perlindungan bagi anak karena masih terdapat unsur 
pembalasan dari beberapa sanksi yang ada sehingga mendorong untuk membentuk 




Lahirnya undang-undang No 11 tahun 2012 sebagai perbaikan dari undang-undang 
No 3 tahun 1997. 
C. Sistem Peradilan Anak di Indonesia (UU No 12 tahun 2012) 
Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup 
manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi 
Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara 
menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta 
atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan 
terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan 
hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat 
kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak.
23
 
Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan 
pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup 
sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam 
kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. 
Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh 
Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut. Data anak yang 
berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukan 
bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkotika, 
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psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat.
24
 Prinsip perlindungan hukum 
terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the 
Rights, of the Child) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik 
Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan 
Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak dimaksudkan 
untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak 
dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan 
kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi 
manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, 
masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, dalam pelaksanaannya anak diposisikan 
sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum 
cenderung merugikan anak. Selain itu, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai 
lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif 
memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. 
Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang 
berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, 
pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab 
untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus 
kepada Anak yang berhadapan dengan hukum.
25
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Penyusunan Undang-Undang ini merupakan penggantian terhadap Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3668) yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang 
benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang 
berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.
26
 
Undang-Undang ini menggunakan nama Sistem Peradilan Pidana anak tidak 
diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan 
bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan 
peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan 
peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha 
negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun, Undang-Undang ini 
merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum.
27
 
Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain, 
mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di 
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam 
Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif 
dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses 
peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan 
dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara 
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wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka 
mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan 
Restoratif, baik bagi anak mau pun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan 
suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana 
tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk 
membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan 
masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan 
menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.
28
 
Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan 
terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di 
pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan 
perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan 
oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses 
peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan 




Undang-undang ini tentang sistem peradilan pidana anak, yang dimaksud 
dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara 
Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan 
tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
30
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Undang-undang ini menekankan agar permasalahan anak yang berkonflik 
dengan hukum atau anak yang melakukan kenakalan diupayakan dilakukan diversi 
terlebih dahulu akan tetapi jika dalam proses diversi tidak ditemukan jalan keluar 
maka dilanjutkan untuk diproses di pengadilan. Tujuan dari diveris seperti yang 
terdapat pada bab II pasal 6 yaitu: 
a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;  
b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;  
c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;  
d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan  
e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.31  
Diversi dapat dilaksanakan apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak 
diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan 
pidana seperti pada pasal 7 ayat 2 yaitu diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana 
yang dilakukan:  
a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan  
b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.  
Ketentuan penjara di bawah 7 tahun seperti yang disebutkan dalam pasal 7 
ayat 2 huruf (a) dalam hal diversi tetap mengacu kepada hukum pidana. Sedangkan 
pada ayat huruf (b) tentang pengulangan tindak pidana adalah tindak pidana yang 
dilakukan oleh anak baik sejenis maupun tidak sejenis termasuk tindak pidana yang 
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diselesaikan melalui diversi. Dalam proses diversi dilakukan dengan musyawarah 
yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan atau orang tua/walinya, 
pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional. Dalam hal diperlukan 
musyawarah  dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan atau masyarakat. 
Diversi tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana serius seperti, pembunuhan, 




Saat melakukan diversi maka hal yang harus diperhatikan seperti pada pasal 
8 ayat 3 yaitu: 
a. kepentingan korban;  
b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; 
c. penghindaran stigma negatif; 
d. penghindaran pembalasan; 
e. keharmonisan masyarakat; dan 
f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. 
Jika proses diversi tidak berhasil memberikan solusi terhadap penyelesaian 
perkara anak nakal tersebut maka diajukan ke pengadilan. 
Anak yang dapat diajukan ke pengadilan adalah anak yang telah mencapai 
usia 12 (dua belas) tahun hal ini didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis 
dan pedagogis bahwa anak yang belum mencapai umur 12 tahun dianggap belum 
                                                          
32
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dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hal Anak belum berumur 12 
(dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka Penyidik, 
Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan 
untuk:  
a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau 
b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan 
pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani 




Adapun sanksi pidana yang dikenakan bagi anak nakal dalam undang-undang 
ini sebagai berikut: 
Pasal 71  
(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:  
a. pidana peringatan; 
b. pidana dengan syarat:  
1) pembinaan di luar lembaga; 
2) pelayanan masyarakat; atau 
3) pengawasan.  
c. pelatihan kerja; 
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d. pembinaan dalam lembaga; dan 
e. penjara.  
(2) Pidana tambahan terdiri atas:  
a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau 
b. pemenuhan kewajiban adat34. 
(3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan 
denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.  
Terdapat perubahan dalam undang-undang ini, jika dibandingkan dengan UU 
No 3 tahun 1997 yang mana dalam UU tersebut menempatkan pidana penjara di 
urutan pertama sedangkan dalam UU No 11 tahun 2012 pidana pokok yang pertama 
adalah peringatan. Pidana penjara diancamkan jika kejahatan yang dilakukannya 
membahayakan masyarakat. Maksimal penjara yang akan dijalaninya ½ dari 
maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.  
Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang 
diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang 
dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.  
UU ini menjelaskan bahwa seseorang telah dianggap cakap secara hukum 
apabila telah mencapai usia 12 tahun dan sudah bisa diajukan ke pengadilan untuk 
diproses secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kelemahan 
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dari undang-undang ini adalah tentang batas usia anak, dalam UU ini dijelaskan 
bahwa yang masuk kategori anak adalah seseorang yang berada dibawah usia 12 
tahun dan bisa diproses secara hukum di ruang pengadilan. Secara sosiologis anak 
tersebut belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jika seandainya 
anak tersebut melakukan tindak pidana hendaknya di luar pengadilan yaitu melalui 
mediasi antara pelaku didampingi orang tuanya dengan keluarga korban. Adapun 
sanksi tindakan yang dapat diberikan adalah mengembalikan kepada orang tuanya 
disertai denda sebagai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Begitu juga orang 
tuanya sebagai efek jera sehingga kelak orang tuanya akan mengawasi dan 
mengontrol anaknya ektra ketat agar tidak mengulangi perbuatannya.  
D. Sanksi Pidana bagi Anak Menurut Fiqih Jinayah 
Seperti yang telah jelaskan pada bab sebelumnya bahwa penjatuhan sanksi 
pidana terhadap pelaku jarimah berdasarkan pertanggungjawabannya. Apabila ia 
sudah memenuhi syarat untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya  maka ia 
akan dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku dalam syari’at Islam. 
Menurut Abdul Qadir Audah bahwa Pertanggungjawaban pidana dalam 
syariat Islam terdiri dari dua unsur yaitu kemampuan berfikir dan berkehendak. Para 
ulama berbeda dalam menetapkan hukum terhadap anak dikarenakan perbedaan 
tingkatan-tingkatan yang ada pada manusia mulai dari lahir hingga dewasa sehingga 
mampu untuk membedakan mana yang baik dan tidak baik untuk dilakukannya.  
Manusia ketika lahir sangatlah lemah secara psikis untuk berkehendak dan 
menentukan sesuatu. Seiring berjalannya waktu maka manusia pun mampu untuk 




masih terbatas atau masih sangat lemah. Kemudian kemampuan manusia akan 
tumbuh mencapai kesempurnaan seiring pertumbuhan akalnya. Oleh karena dasar 
itulah dijadikan pertanggungjawaban pidana bagi anak dalam fiqih jinayah. Ada 
beberapa masa yang dilalui manusia dalam fiqih jinayah yaitu; masa dimana 
seseorang tidak mempunyai kemampuan untuk berfikir maka tidak dikenakan sanksi 
pidana baginya, masa dimana kemampuan berfikir seseorang lemah maka tidak ada 
sanksi pidana baginya melainkan sanksi pengajaran, dan kemampuan berfikir 
seseorang sudah mencapai kesempurnaan atau telah dewasa maka sanksi pidana 
sudah selayaknya diberikan bila dia melakukan jarimah.
35
 
Ada 3 masa yang dilalui manusia mulai dari lahir sampai dewasa, dari masa-
masa inilah bisa ditetapkan sanksi bagi seseorang: 
1. Masa adanya ketidak mampuan berfikir 
Masa dimana seseorang disebut belum baligh atau belum mumayyiz. Karena 
pada masa ini bermula dari lahirnya seseorang sampai mencapai usia tujuh (7) tahun. 
Meskipun realitanya terkadang seorang anak sudah dapat membedakan sesuatu 
walaupun usianya belum mencapai 7 tahun, akan tetapi ada juga yang mengalami 
keterlambatan dalam menentukan sesuatu ini disebabkan oleh faktor individunya, 
lingkungannya dan kesiapan akalnya. Adapun yang menjadi dasar tidak cakapnya 
seorang anak adalah disandarkan pula pada ketentuan hukum yang terdapat dalam 
firman Allah Q.S al-Nisa/4:5. 
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                                 
Terjemahnya:  
dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian 
jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), 
maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.
36
 
Lafaz  حىت اذا بلغوا النكاح hanya ditafsirkan apabila mereka telah sampai umur 
baligh atau dewasa ditandai dengan mimpi basah yang menyiapkan mereka untuk 
kawin dan selanjutnya disebut baligh.
37
 Walaupun kemampuan berfikir seseorang 
berbeda tidak berdasarkan usia, ulama tetap memberi batasan kemampuan berfikir 
tidak pada individu seseorang akan tetapi berdasarkan usia dan ketetapan ini berlaku 
secara umum. Hal ini dilakukan agar terjadi kepastian hukum. Dengan adanya 
ketentuan sepertii ini, maka akan memudahkan hakim dalam memutuskan perkara. 
Pada masa ini anak dianggap belum mumayyiz atau belum dapat 
membedakan mana yang baik dan buruk. Oleh karena itu, jika seorang anak 
melakukan jarimah sebelum mencapai usia 7 tahun maka tidak dikenakan sanksi 
pidana begitupun sanksi pengajaran. Anak tersebut dikembalikan pada orang tuanya 
untuk dididik lebih keras lagi dan diawasi secara ketat. 
Meskipun pada masa ini seseorang tidak dikenai sanksi pidana bukan berarti 
terlepas tanggung jawab. Anak tersebut tetap dimintai pertanggungjawaban secara 
perdata yaitu ganti kerugian. Karena pada dasarnya kaidah dalam syariat islam 
bahwa harta dan darah dijamin kesematannya dalam syara’. Hal ini sesuai dengan 
maqashid syariah yaitu menjaga nyawa dan harta.
38
 
                                                          
36
Departemen Agama, al-Qur’an Tajwid (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 
2010).  
37
Ismail Haqqi, Tafsir Rūh al-Bayan (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), II : 126.  
38




2. Masa kemampuan berfikir lemah 
Masa ini dimulai pada usia 7 tahun sampai dia baligh. Secara umum, para 
ulama memberikan batasan kedewasaan pada usia 15 tahun. Pada masa ini seseorang 
sudah dianggap sudah dianggap mendekati kedewasaan meskipun perbuatannya 
belum mencerminkan kedewasaannya. 
Ketika seseorang melakukan jarimah pada masa ini maka tidak diberikan 
sanksi pidana baginya, melainkan sanksi pengajaran meskipun sebenarnya itu juga 
merupakan hukuman juga, akan tetapi sanksinya itu bersifat pengajaran bukan sanksi 
pidana. Dan hendaknya anak yang melakukan jarimah pada masa ini tidak diberi 
sanksi takzir kecuali jika sanksinya itu bersifat teguran atau pukulan.
39
 
Berdasarkan alasan seperti di atas maka anak yang melakukan jarimah pada 
masa ini tidak akan dikenai sanksi pidana melainkan pertanggungan secara perdata. 
Hal ini dikarenakan anak tersebut belum dianggap mumayyiz. 
3. Masa kemampuan berfikir telah sempurna 
Masa ini dimulai pada usia 15 tahun berdasarkan kesepakatan ulama secara 
umum atau mencapai usia 18 tahun seperti batasan yang diberikan oleh Abu Hanifah 
dan Imam Malik. Pada masa ini seseorang yang melakukan jarimah akan diberikan 
sanksi pidana atas perbuatannya. Jika dia melakukan zina atau mencuri maka dikenai 
sanksi hudud, jika dia melakukan perbuatan yang dikenai sanksi qishas maka akan 
dikenai qishas atas perbuatannya. 
Ada beberapa alasan ulama dalam memberikan batasan umur kepada 
seseorang. Hal ini berdasarkan pada hadis nabi yaitu: 
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َْجنُ ْوِن َحىتى ة  ثَ  رُِفَع الَقَلُم َعْن َثلَ 
: َعِن الَناِئِم َحىتى َيْستَ ْيِقَظ َوَعِن الَصِبِّ َحىتى ََيَْتِلَم َوَعِن امل
40يَ ْعِقَل )رواه أيب داود(  
Artinya: 
Pena itu diangkat karena 3 hal; yaitu 1) orang yang tidur sampai dia bangun, 2) 
anak kecil sampai ia bermimpi, 3) orang yang gila sampai ia berakal (H.R Abu 
Dawud). 
Kata ihtilam yang berarti bermimpi dari hadis di atas menjelaskan bahwa 
kedewasaan seseorang bisa diketahui ketika telah bermimpi. Jadi bermimpi menjadi 
tolak ukur kedewasaan seseorang dalam hadis tersebut. Adapun anak perempuan 
kedewasaannya bisa dilihat ketika sudah mengalami haid dan telah nampak tanda-
tanda kecerdasan pada dirinya. Berikut ini pendapat ulama tentang batas usia 
kedewasaan seseorang. 
1. Mazhab Hanafi 
Mereka berpendapat bahwasanya seorang laki-laki tidak dipandang baligh 
sebelum ia mencapai usia 18 tahun. Adapun hujjahnya berdasarkan firman Allah Q.S 
Isra/17:152 
                         
Terjemahnya: 
Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih 
bermanfaat, hingga sampai ia dewasa.
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Kedewasaan anak laki-laki sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas 
adalah dari usia 18 tahun. Adapun anak perempuan perkembangan dan kesadarannya 
adalah lebih cepat, oleh sebab itu usia awal kedewasaannya dikurangi satu tahun 
sehingga anak perempuan menjadi dewasa pada usia 17 tahun. Pendapat yang 
masyhur di kalangan ulama Malikiyah sama dengan pendapat imam Abu Hanifah.
42
  
Seorang anak yang belum berusia 15 tahun tidak dikenakan pertanggung 
jawaban atas jarimah-jarimah yang dilakukan baik jarimah hudud, qishas, maupun 
ta’zir. Akan tetapi ia dikenakan pengajaran ta’dibiyah. Pengajaran ini meskipun 
sebenarnya berupa hukuman juga, akan tetapi tetap dianggap sebagai hukuman 
pengajaran dan bukan hukuman pidana. Untuk pertanggung jawaban perdata ia tetap 
dikenakan, meskipun ia dibebaskan dari pertanggung jawaban pidana. Apabila 
perbuatannya merugikan orang lain, baik hartanya maupun jiwanya.  
2. Mazhab Syafi’i dan Hambali 
Mereka berpendapat bahwa bila seorang anak laki-laki dan perempuan 
apabila telah sempurna berusia 15 tahun, kecuali bagi laki-laki yang sudah ihtilam 
dan perempuan yang sudah haid sebelum usia 15 tahun maka keduanya dinyatakan 
telah baligh. Mereka juga berhujjah dengan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar 
bahwa dirinya diajukan kepada Nabi saw pada hari perang Uhud sedang ia ketika itu 
berusia 14 tahun, kemudian Nabi tidak memperkenankannya ikut dalam peperangan. 
Setelah Ibnu Umar telah mencapai usia 15 tahun beliau mengajukan dirinya kembali 
untuk ikut berperang, maka nabi pun memperkenankannya untuk berperang. Pada 
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usia lima belas tahun anak tersebut sudah dikenai pertanggung jawaban atas 
perbuatannya. 
3. Jumhur Ulama Fiqh 
Bahwasanya usia baligh bisa ditentukan berdasarkan hukum kelaziman. 
Kebiasaan yang terjadi adalah setelah terjadinya ihtilam dan hal itu sering terjadi 
pada usia 15 tahun. Dengan demikian, maka umur 15 tahun itulah ditentukan usia 
baligh yang dipandang usia taklif (usia pembebanan hukum). 
Sedangkan dalam literatur bahasa yang lain disebutkan juga anak dengan 
istilah mumayyiz yaitu anak yang mengerti maksud dari kata-kata yang 
diucapkannya. Biasanya usia anak itu genap 7 tahun sehingga bila kurang dari 7 
tahun maka belum dikatakan mumayyiz. Hukum anak mumayyiz itu tetap berlaku 
sampai anak itu dewasa. Dewasa ini maksudnya cukup umur untuk berketurunan dan 
muncul tanda-tanda laki-laki dan perempuan yang biasanya pencapaian umur bagi 
laki-laki berusia 12 tahun sedang perempuan 9 tahun. 
Kemudian kalau anak sudah melewati usia tersebut bagi laki-laki 12 tahun 
dan 9 tahun bagi perempuan namun belum tampak gejala-gejala bahwa ia sudah 
dewasa dari segi lahiriah maka keduanya ditunggu sampai berusia 15 tahun. 
Menurut pendapat Abu Yusuf dan Muhammad L. Hasan menentukan usia 
dewasa bagi laki-laki 18 tahun dan bagi perempuan 17 tahun. Mereka berdua juga 
berhujjah dengan firman Allah SWT di atas. Menurut mereka lafaz دـشأ  yang 
diterjemahkan dengan dewasa dimaksudkan dengan umur 18 tahun karena usia 




Kebanyakan fuqaha membatasi usia baligh (dewasa) dengan lima belas tahun. 
Imam Hanifah menetapkan usia dewasa dengan delapan belas tahun.  
Menurut riwayat sembilan belas tahun untuk laki-laki dan tujuh belas tahun 
untuk perempuan. Pendapat para fuqaha di atas berdasarkan atas hadis nabi yang 
diriwayatkan oleh Abu Daud. 
Berdasarkan hadis di atas seorang anak yang belum dewasa tidak dikenai 
sanksi pidana atas jarimah-jarimah yang dilakukannya. Semua ulama bersepakat 
bahwa yang dapat dikenakan sanksi pidana adalah yang sudah dewasa atau baligh. 
Seseorang dapat dibebani sanksi atas perbuatannya apabila sudah dianggap 
cakap secara hukum atau disebut mukallaf. Di atas telah dijelaskan tentang batasan 
usia anak yang dapat dikenai sanksi pidana. Berdasarkan beberapa penjelasan 
tersebut bahwa anak yang dapat sanksi pidana sebagai pertanggungjawaban atas 
perbuatannya adalah ketika sudah bermimpi dan telah nampak tanda-tanda 
kedewasaannya. Pada surah al-Nisa telah dijelaskan bahwa untuk mengetahui 
kecakapan seorang anak perlu diuji dengan cara mengurusi hartanya. Apabila telah 
mampu mengurusi hartanya dengan baik maka bisa ditentukan kecakapan anak itu, 
akan tetapi apabila belum mampu mengurusi hartannya berarti anak tersebut belum 
bisa dianggap mukallaf.
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 Dengan cara seperti inilah maka sangat mudah untuk 
menentukan sanksinya. Apabilah sudah dianggap baligh, maka sudah bisa dikenai 
sanksi pidana dan apabila belum baligh, maka dikenai diyat atas perbuatannya dan 
dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan anak untuk dibina bila kedua orang 
tuanya dianggap tidak mampu mendidik anaknya secara baik. 
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4. Pendapat Ulama Kontemporer 
Penjatuhan sanksi pidana terhadap seseorang apabila sudah dianggap mampu 
mempertanggung jawabkan perbuatannya. Anak yang belum baligh atau dewasa 
tidak di kenai sanksi pidana. Menurut Sayyid Sabiq bahwa yang dapat di kenai 
hukuman qishas adalah orang yang sudah dewasa sedangkan anak yang di bawah 
umur tidak dikenai sanksi pidana atas perbuatan yang dilakukannya karena mereka 
bukan orang-orang yang terkena taklif syar’i dan mereka tidak mempunyai tujuan 
yang benar atau keinginan yang bebas.
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 Pendapat Sayyid Sabiq berdasarkan hadis 
nabi yang diriwayatkan oleh Sunan Abi Dawud. 
Sedangkan menurut A. Rahman I. Doi seorang anak tak akan di kenakan 
hukuman had atas kejahatan yang dilakukan. Karena tidak ada istilah beban 
hukuman bagi anak kecil, misalnya anak-anak yang belum mencapai usia puber, 
maka hakim masih berhak menegur kesalahan atau menetapkan beberapa alasan 




Terjadinya perbedaan ulama dalam menetapkan batasan usia anak 
dikarenakan tidak adanya nas al-Qur’an yang membatasi batasan umur bagi anak-
anak. Dalil yang secara umum hanyalah mengatur agar anak dijaga, dirawat, dan 
dididik sampai anak itu menikah. Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 
pengertian anak dalam kaitannya dengan Pemeliharaan Anak (Bab XIV Pasal 98) 
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adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun, adapun bunyi lengkapnya 
sebagai berikut: 
Telah disebutkan di atas bahwa bila seorang anak belum baligh maka hanya 
diberikan sanksi pengajaran. Untuk memberikan sanksi pengajaran kepada anak 
maka perlu menggunakan beberapa metode seperti pukulan, teguran dan lain-lain.  
sanksi pukulan diakui juga oleh Islam, setelah melakukan upaya seperti nasehat atau 
cara lain sampai pada sanksi yang berat, namun bersifat mendidik. 
Beberapa pendapat di atas mengemukakan bahwa seorang anak tidak dapat 
dijatuhi sanksi pidana jika belum baligh. Anak yang melakukan suatu tindakan yang 
bertentangan dengan syara’ maka hanya dberi sanksi tindakan seperti pengajaran 
atau dikembalikan pada orang tuanya namun tetap dikenai sanksi perdata yaitu 
membayar denda sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Akan tetapi maraknya 
tindak pidana yang dilakukan oleh anak seperti yang diberitakan oleh media. Maka 
sangat tidak adil jika tidak ada tindakan-tindakan represif dan preventif demi 
menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat.  
Maraknya aksi kejahatan yang dilakukan oleh anak seperti geng motor atau 
pembegalan yang dilakukan oleh beberapa orang bahkan diantara pelaku masih ada 
yang tergolong belum baligh (mukallaf). Maka perlu bagi imam (pemimpin) 
mengambil kebijakan yang mengandung maslahah. Seperti dalam kaidah ushul yaitu: 
صلةةاملتصرف اإلمام علي الرعية منوط ب  
Maksudnya: 





Jumhur ulama memberikan batasa usia anak yaitu sebelum berumur 15 tahun 
berdasarkan kelaziman, akan tetapi jika dikontekskan dengan  kondisi sekarang 
maka perlu diadakan perubahan batasan usia anak, sebab pada umumnya anak 
sekarang telah mengalami ihtilam disaat kelas 6 SD. Hal ini diakibatkan oleh faktor 
lingkungan, media TVatau bahkan karena pengaruh hormon. Fakta yang terjadi, 
umumnya anak sekarang mengalami usia baligh di usia 14 tahun. 
Apabila kejahatan yang dilakukan oleh anak yang di umur secara individu 
seperti contoh yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka seorang hakim 
dapat memutuskan mengembalikan pada orang tuanya namun tetap dalam 
pengawasan pihak yang berwenang yaitu kejaksaan. Bila hakim memutuskan anak 
tersebut dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan anak maka hakim 
hendaknya anak tersebut diberikan pelatihan atau pendidikan agar kelak bisa 
berubah menjadi pribadi yang baik. Ketika selama menjalani masa pendidikan di 
lembaga pemasyarakatan anak menampakkan perubahan yang lebih baik, anak 
tersebut dikembalikan pada orang tuanya sehingga dapat hidup kembali dalam 
masyarakat. 
Jika kejahatan yang dilakukan oleh anak secara kelompok atau terorganisir 
seperti geng motor (begal) maka hakim memutuskan anak tersebut dimasukkan ke 
dalam lembaga pemasyarakatan anak dengan batasan minimal 2 tahun agar dapat 
mendapat pendidikan yang ekstra. Apabila selama menjalani masa tahanan di 
lembaga pemasyarakatan anak mengalami perubahan secara psikis, maka lembaga 
tersebut mengembalikan anak yang berkonflik dengan hukum kepada orang tuanya. 
Sebelum memberikan sanksi tindakan ataupun sanksi pidana maka perlu 




dikembalikan kepada orang tuanya disertai dengan denda atas perbuatan yang 
dilakukannya. Apabila hakim menilai bahwa orang tuanya dianggap mampu untuk 
mendidik anaknya. Apabila hakim menilai bahwa orang tuanya tidak mampu 
mendidik anaknya maka hendaknya diserahkan ke Negara untuk dibina. Apabila 
anak pelaku pidana berusia 14 tahun maka hendaknya hakim memberikan hukuman 
takzir yaitu menempatkan ke lembaga pemasyarakatan untuk dididik, disertai sanksi 
yang bersifat ta’dibiyah apabila selama menjalani proses pembinaan. Bila anak 
tersebut telah berusia 15 tahun hendaknya diberi sanksi takzir berupa cambuk jika 
kejahatan yang dilakukannya dianggap ringan. Jika kejahatannya merupakan 
kejahatan berat seperti membunuh maka hakim boleh memberikan sanksi qishas. 
D. Analisa Perbandingan antara KUHP/UU No 3 1997/UU No 11 2012 dengan Fiqih 
Jinayah 
Anak yang berhadapan dengan hukum atau yang lebih dikenal dengan istilah 
anak berkonflik dengan hukum dalam KUHP memungkinkan bagi hakim untuk 
menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang melanggar aturan. Dalam KUHP di 
jelaskan bahwa anak yang melanggar hukum dapat dijatuhi sanksi pidana bilamana 
perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang dapat merugikan orang lain dan 
diancam pidana berat. Akan tetapi hakim dibolehkan memberikan sanksi tindakan 
seperti yang diatur dalam UU No 3 tahun 1997. Setelah adanyan UU No 3 tahun 
1997 tentang pengadilan anak maka penjatuhan sanksi pidana yang diatur dalam 
KUHP sudah tidak diberlakukan lagi.  
Seorang hakim dapat memberikan sanksi pidana seperti yang telah dijelaskan 




memberikan sanksi tindakan kepada anak yang berkonflik dengan hukum seperti 
yang tertera dalam undan-undang tersebut seperti mengembalikan kepada orang 
tuanya atau menyerahkan kepada negara yaitu memasukkan ke dalam departemen 
sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan agar anak itu mendapat pendidikan, 
pembinaan dan pelatihan kerja. Sehingga dengan dimasukkannya ke dalam lembaga 
tersebut anak yang berkonflik dengan hukum atau disebut juga dengan istilah 
juvenile deliquency dapat menjadi anak yang lebih baik dari sebelumnya. 
Lahirnya UU No 11 tahun 2012 sebagai perubahan atas UU No 3 tahun 1997 
sangat memberikan efek positif terhadap anak yang melakukan perbuatan pidana. 
Sebab dalam UU tersebut lebih mengedapankan diversi yaitu penyelesaian perkara 
antara korban dan pelaku di luar pengadilan. Sebab dengan cara seperti ini masalah 
dapat terselesaikan tanpa membawa anak ke ruang pengadilan yang dapat 
memengaruhi kondisi psikologisnya. Tidak dipungkiri bahwa diversi juga memiliki 
syarat bahwak diversi bisa dilakukan bila kejahatan tersebut tidak diancamkan 
pidana penjara 7 tahun dan bukan pengulangan pidana. Dalam undang-undang ini 
lebih mengutamakan sanksi tindakan bagi anak dibanding sanksi pidana.  
Terdapat perbedaan antara UU No 3 tahun 1997 dengan UU No 11 tahun 
yaitu dari segi pidana pokoknya. UU No 3 tahun 1997 pidana pokok yang utama 
adalah penjara sedangkan UU No 11 tahun 2012 pidana pokok bukan lagi penjara 
yang menjadi pidana utama melainkan pidana peringatan. 
Pidana penjara bisa diberikan apabila anak yang melakukan deliquency 
apabila telah mencapai usia 14 tahun dan perbuatan yang dilakukannya merupakan 




Adapun dalam fiqih jinaya tentang sanksi pidana bagi anak hampir sama 
dengan konsep sanksi pidana bagi anak dalam UU No 3 tahun 1997 yaitu anak yang 
masih di bawah umur tidak dikenai sanksi pidana akan tetapi diberi sanksi tindakan 
yang berupa pendidikan demi kemaslahatan anak tersebut. Namun, terdapat 
perbedaan antar keduanya yaitu dalam KUHP dan UU No 3 tahun 1997 tidak 
membebankan kepada orang tuanya ganti kerugia atas tindakan anaknya seperti 
yang diatur dalam fiqih jinayah. Perbedaan yang lain antara hukum Islam dengan 
pidana nasional yaitu masalah batasan usia. Dalam hukum Islam seorang anak yang 
telah mencapai usia 15 tahun berdasarkan kesepakatan ulama secara umum, maka 
dianggap telah dewasa dan dapat dimintai pertanggungjawaban manakala melakukan 
perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Berbeda dengan hukum pidana 
nasional bahwa anak yang mencapai usia 16 tahun belum berhak untuk dikenai 
sanksi pidana dan masih dianggap belum dewasa.  Akan tetapi kedua hukum ini 
memiliki kesamaan dengan tidak memberikan sanksi pidana dan mengembalikan 
anak yang melakukan tindak pidana kepada kedua orang tuanya. 
Para ulama sepakat bahwa anak yang belum dewasa tidak dikenakan sanksi 
pidana melainkan diberi pengajaran dan perbaikan demi kemaslahatan mereka dan 
yang menanggung perbuatan mereka sepenuhnya diserahkan kepada orang tua 
mereka. 
Seorang anak yang belum berusia 7 tahun dikembalikan kepada orang tuanya 
dan merekalah yang mengganti kerugian atas perbuatan anaknya tersebut. Apabila 
anak tersebut sudah mencapai usia 7 tahun sampai 15 tahun mereka tidak dikenai 
sanksi pidana atau jarimah atas perbuatan yang telah dilakukan melainkan hanya 




jawab orang tuanya. Jika anak tersebut sudah mencapai usia lima belas tahun atau 
delapan belas tahun keatas maka mereka dikenai sanksi pidana atau jarimah atas apa 
yang diperbuatnya. Jadi anak yang belum dewasa tidak dikenai sanksi pidana 
mengingat mereka belum dianggap cakap hukum dan belum mampu 
mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
Meskipun dalam islam seorang anak yang belum cakap hukum tidak dapat 
dijatuhi pidana bukan berarti tidak dikenai sanksi apapun. Hakim berhak 
memberikannya sanksi tindakan yang dapat mencegah timbulnya kejahatan. 
Kebijakan hakim dalam mengambil keputusan harus mengandung aspek maslahah 








Setelah diuraikan dari bab ke bab maka disimpulkan beberapa kesimpulan 
berikut ini: 
1. Perbuatan pidana bagi anak di bawah umur adalah segala perbuatan yang 
diatur dalam undang-undang yang apabila dilakukan maka akan dikenakan 
sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukannya. Adapun jenis-jenis 
perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang seperti yang tertera 
dalam KUHP: mencuri, membunuh, merampas, pemaksaan, penganiayaan, 
pemerkosaan, memakai, mengkonsumsi narkoba dan menggunakan bahan 
peledak. 
2. Kenakalan yang terjadi pada anak dikarenakan kondisi keluarga yang 
berantakan (broken home). Kurangnya perhatian kedua orang tuanya yang 
menyebabkan mereka menjadi nakal. Disamping itu kondisi masyarakat juga 
mendorong anak untuk melakukan kejahatan. Seorang anak yang berada dalam 
lingkungan yang tidak patuh pada aturan menyebabkan mereka terjerumus 
dalam hal-hal yang dapat merugikan mereka. 
3. Dalam KUHP masih memungkinkan penjatuhan sanksi pidana bagi anak 
berdasarkan kejahatan yang dilakukannya, hal itu dapat dilihat pada pasal-
pasal 46 dalam KUHP jika hakim menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan 




adanya undang-undang No 3 tahun 1997 maka sanksi pidana anak diatur dalam 
undang-undang tersebut. Anak yang melakukan kejahatan dapat diberikan 
sanksi pidana dan dapat diberikan sanksi tindakan. Adapun hukum Islam tidak 
menjatuhkan sanksi pidana atau jarimah bagi anak di bawah umur di karenakan 
mereka belum baligh. Seorang hakim hanya memberikan peringatan demi 
memperbaiki anak tersebut. Orang tua merekalah yang bertanggung jawab 
dengan mengganti kerugian yang telah diperbuat oleh anaknya atau hakim 
dapat membuat suatu keputusan dengan menyerahkan anak yang berkonflik 
dengan hukum untuk diserahkan kepada negara untuk dididik dan dibina 
sehingga menjadi generasi yang baik. Meskipun tidak ada sanksi bagi anak 
dibawah umur bukan berarti dilepaskan begitu saja tanpa ada tindakan yang 
diberikan. Hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan agar anak 
tersebut dimasukkan dalam lembaga pemasyarakatan untuk di didik sehingga 
bisa berubah. Hendaknya hakim tidak memberikan batas minimal dan 
maksimal kepada anak yang melakukan kejahatan dengan cara yang 
terorganisir demi menghindarkan masyarakat dari timbulnya kejahatan baru 
dari anak tersebut jika telah berakhir masa tahanannya. 
B. Implikasi Penelitian 
 Al-hamdulillah dengan selesainya tesis ini sebagai sebuah karya tulis ilmiah 
dapat menjadi salah satu bagian yang turut memberikan sumbangsi pemikiran 
khususnya terkait dengan persoalan anak yang sering berhadapan dengan hukum 
baik dalam perspektif hukum positif maupun dalam perspektif hukum Islam. Dan 




juga dapat dijadikan sebagai referensi dalam meningkatkan pemahaman kita 
khususnya terkait dengan persoalan anak yang berkonflik dengan hukum. 
 Harapan besar semoga tesis ini dapat memberi manfaat kepada seluruh 
kalangan baik dari kalangan atas maupun dari kalangan bawah serta dapat bernilai 
ibadah yang menjadi wasilah untuk mendapat limpahan kasih sayang-Nya sekaligus 
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